BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 109TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

Menimbang

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

a. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun

2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 96
Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-
2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan
Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-
2029;



Mengingat

- s

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Menetapkan
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.

5. Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan
Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai
Sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir
atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
Strategi.

Program adalah pembangunan Daerah adalah
program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah
Kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu
kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam
bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak
(impact).



Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun untuk:

a.

b.

(1)

(2)

menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:

a. bab i berisi pendahuluan;

b. bab ii berisi gambaran pelayanan, permasalahan
dan isu strategis Perangkat Daerah;

c. bab iii berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan;

d. bab iv berisi Program, kegiatan, sub kegiatan
dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan,
dan

e. bab v berisi penutup.

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran | sampai dengan

Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang

meliputi:

a. Lampiran I : Sekretariat Daerah;

b.  Lampiran II : Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah;

c. Lampiran III : Inspektorat Daerah;

d. Lampiran IV : Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

e. Lampiran V : Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;

f. Lampiran VI : Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah;

g. Lampiran VII : Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

h. Lampiran VIII : Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah;

i Lampiran IX : Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian;
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Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XXI

Lampiran XXII

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,;

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga serta
Pariwisata;

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah dan
Perdagangan;

Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik
dan Persandian;

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Perhubungan;

Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan
Perikanan;

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak
serta Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;
Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam
Kebakaran;

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman;
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga
Berencana;

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pendidikan;
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Lampiran XXIII
Lampiran XXIV
Lampiran XXV
Lampiran XXVI
Lampiran XXVII
Lampiran XXVIII
Lampiran XXIX
Lampiran XXX
Lampiran XXXI
Lampiran XXXII
Lampiran XXXIII
Lampiran XXXIV
Lampiran XXXV
Lampiran XXXVI

Lampiran XXXVII
Lampiran XXXVIII :
Lampiran XXXIX

Kecamatan Tuban;
Kecamatan Merakurak;
Kecamatan Semanding;
Kecamatan Palang;
Kecamatan Jenu;
Kecamatan Bancar;
Kecamatan Jatirogo;
Kecamatan Bangilan;
Kecamatan Grabagan;
Kecamatan Senori;
Kecamatan Kenduruan;
Kecamatan Montong;
Kecamatan Kerek;
Kecamatan
Tambakboyo;
Kecamatan Singgahan,;
Kecamatan Parengan;
Kecamatan Soko;

Lampiran XL Kecamatan Rengel,
Lampiran XLI Kecamatan Plumpang;
dan
Lampiran XLII Kecamatan Widang.
Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap Renstra Perangkat Daerah.

(2) Tujuan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mewujudkan konsistensi antara Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten
Tuban Tahun 2025-2029; dan

menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran

Renstra Perangkat Daerah yang diukur melalui

kesesuaian antara capaian pembangunan
Daerah dengan Indikator Kinerja yang telah

ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat
Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(1)

Pasal 5

Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan
Bupati ini terdapat perubahan nomenklatur
Program Perangkat Daerah, namun tidak
mengubah  substansi, dikarenakan adanya
kebijakan Pemerintah Pusat, maka dilakukan
penyesuaian tanpa mengubah indikator Program
Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam
RPJMD.

Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka perubahan cukup
dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat
Daerah.

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat

dilakukan apabila:

a. dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati
ini terjadi perubahan nomenklatur Perangkat
Daerah, yang selanjutnya dilakukan
penyesuaian pengampu urusan dengan tetap
mempertahankan indikator Tujuan, Sasaran
dan Program yang telah ditetapkan dalam
RPJMD;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah;

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa perlu dilakukan penyesuaian pada
substansi yang dirumuskan; dan

d. terjadi perubahan pada RPJMD yang menjadi
pedoman penyusunan Renstra Perangkat
Daerah.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi

pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah
atau Perubahan Renja Perangkat Daerah.



Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Renstra Perangkat Daerah berlaku sampai dengan
Tahun 2030; dan

b. Renstra Perangkat Daerah dapat digunakan
sebagai Renstra Perangkat Daerah transisi untuk
menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat
Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2030, sebelum ditetapkannya Renstra
Perangkat Daerah periode selanjutnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6);
dan

b. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E
Nomor 67),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY
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Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 107



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

INSPEKTCRAT DAERAH KABUPATIEN TUBAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang Undang
Nomor 23 Tahuh 2014 tenlang Pemerintahan Daerah, Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing perangkat dacrah. Selanjutnya, Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa
Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
perangi{at daerah untuk periode lima tahun. 4

Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun ' 2025-2029
disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang

~

menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-
2029, se¢rta, menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan
program Kepaja Dacralh, ke dalam langkah-langkah pembangunan
yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah,
sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan,
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup
Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 202 5-2029. .

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam
mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara
optimal terhadap pencapaian lujuan pembangunan daerah sesuai
dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan
dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia
secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

VAZZK WAL VA




Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban- Tahun
2025-2029 dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang
meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan
rancangan Renstra, periyusunan rancangan akhir, hingga penetapan
dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada
ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Tuban serta Peraturan Kepala
Daerah tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tuban
Tahun 2025-2030.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan
dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD
Kabupaten Tuban, Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun
2025-2029, Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilavah (RTRW)
Kabupaten Tuban, scrta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategs
(KLHS) RPJMD Kabupaten Tuban, schingga menjamin lketerpacluan
arah kebijakan pembangunan sccara vertikal inaupun horizontal.

1./. Dasar Hukum
Penyusunafl Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat

Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan

regulasi sebagai berikut. , :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non_10r'385 1);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4286);

5. Undang-Undéng‘ No;no:'r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Visakarataa
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13.

14.

115,

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahan 2024 tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN} Tahun 2025-
2045,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas) Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daeran (Lembaran Negarin Republik
Indonesia Taliun 2008 Nomor 21, Tambaluu Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
’Pengen*da.lian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tathun 2608 Nomor 127);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Teniang
Rencana Tata Ruané Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Noror 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembarar: Negara Republik Indonesia
Nomor 6178); ,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pemba}lgunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
yang Melaksanakuan Fungsi Pengawasan;

Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaiuasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjany
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentany

Sistem Informasi Pembangunan Daerah {Berita Negara Repubhk
"ndonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114},

Peraturan Menteri Dlalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleriggaraan Pemerintah
Daerah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia, Fahun 2021 Nomor 1419);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Veriﬁk.asi, Validasi, Inven:arisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodeilkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;

Keputiisan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tent.ang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerabh;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jarigka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daeran Tahun 2025-
2029,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun
2023-2043;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045;"

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Dacrah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Seri D Nomeoer 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 20716
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah
Kabupaten Tuban, yang diubah dengan Pcraturan Daerih
‘Kabupaten Tuban Nomor 11 Tabun 2021 (entany Perubahan
Ketiga atas Peraturan Dacrah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pengarusutdmaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor
31, Tambahan Lembaran [Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2l



33. Peraturan Dfaerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun
2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020
Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabtipaten Tuban
Nomor 141};

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana i’embangunan Jangka Panjang Dacrah
Kabupaten Tubarn Tahun 2025-2045 (Lembaran- Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185); dan

. 41. Peraturan Daerah Kabupateri Tuban Nomor 5 Tahun 2025

tersiang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupateh ‘Tuban, Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194)

1.3 Maksud dan Tujuan

' Penyusunar. Rencana  Strategis (Renstra) Inspektorat

Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk

menghasilkan dokumen pcrencanaan pembangunan jangka

menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah sclama periode lima tahun. Dokumen ini
merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program

Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat

Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban

Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan
misi Inspektorat Kabupaten Tuban serta perwujudan  tujuan
pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun:

2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesu
dengan kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat, yang padi
akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembuangiunan daerah
sang telah direncanakan;

3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kincrja yang
digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi terhadap pclaksanaan program dan kegiatan
pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah; dun
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4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokurmen Rencana Kerja
(Renja) tahunan Perangkat Dacrah sclama periode perencanaan,
schingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka
menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-

2029 disusun dengan mengikuti sistemetika penuli'san sebagal

berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan
dokumen Rencana Strategis (Renstra} Perangkat Daerah. Penjabaran
dalam bab ini mencakup:.,

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Bukum;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB Ii. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan,
permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup
antara lain:
* 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten
Tuban;
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Tuban;
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektcrat Kabupaten Tuban; dan '
2.1.5 Mitra Perangka! Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban
dalam Pemberian Pelayanan.
2.2 Permasalahan dan Isu Stralegis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daeran; dan
2.2.2 Isu Strategis.
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BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini memuai tujuan dan sasaran jangka menengeh

Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030 beserta indikator

kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalamn lima tahun ke depan.

Rincian subbab pada Bab IIl adalah sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Dacrah; dan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAE IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan
Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendancan indikatif.
Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun
rincian subbabnya adalah:
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari Keseluruhan
dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

N

pembargunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di
lingkungan Inspektorat KaBupaten Tuban Rincian subbab pada Bab
V adalah sebagai berikut: .

5.1 Kesimpulan,

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspekterat Daerah

Inspektorat Dacrah Kabupaien Tuban dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentany
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Keliga atas
Pe aturan Diaerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Sasunan PerangRat Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31
Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Tuban Pasal 2 ayat 5 yang berbunyi “Inspektorat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
“membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah”.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh
Inspektur Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dibantu
oleh 5 (lima) orang Inspektur Pembantu (Irban) yaitu Irban I, Irban II,
Irban III, Irban [V, dan Irban V. Pelaksana tugas pembinaan dan
pengawasan ini dilakukan oleh dua jabatan fungsional yang ada pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang meliputi Jabatan
Fungsional ‘Auditer dan Jabatan  Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Berikut struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten
Tuban menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 3! Tahun 2002
tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretaris, yang membawahi Subbagian Administrasi Umum
dan Keuangan serta Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;

3. Inspektur Pembantu, yang terdiri dari :

a. Inspektur Pembantu ;

b. Inspektur Pembantu 1I;

c. Inspektur Pembantu [1I;

d. Inspektur Pembantu [V; dan

e. Inspektur Pembantu V.

[y BT TY [
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4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Pembentukan Inspektur Pembantu V adalah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perahgkat
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tangga: 15 Juli 2020
Nomor 800/4070/SJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi
Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi
Inspektur Daerah dan Inspekiur Pembantu di Lingkungan Pemerintah
Daerah. Gambaran Struktur Organisasi di Inspeklorat Daerah
Kabupaten Tuban dapat dilihat pada bagan berikut:

INSPEKTUR

SENRETARIS
L]
ADSL ..H » KELOMPCK
n:. 1 JABATAN
ME UGN FLUMNGEIOMAL
.
INSPEITUR | | IMEPENTUR | IMESEKTUR INSPEXTUR. ety
[ PEMBRAMYILIE] | PEMBANTUIE S U EAN T L] PEMBANTU IV et
|
L il oL - =
JARATAMN IABATAN JABATAN AARATAN IABATAN
FUMSGM TOMNAL FUNGIIUTAL FUMNGRIOMAL FUMGERTTAAL FUMGFIOMAL
AUDITOR & . | ALDITORE | * AUDITOR ALDITOR & ALDITOR &
| . FIUPD PIURD

PrD FIID | PIUPD.
- |

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kabupaten Tuban'
Sumber: Perbub Nomor 31 Tahun 2022
Inspektur memiliki tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi
kewena_ngén Daerah, dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Dalam melaksanakan u.igaénya, Inspektur menyelenggarakan fun gst:

1. Perencanaan program pengawasarn,

2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

3. Pclaksanaan pengawasan internal terhadap - kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat;

5. Penyelesaian laporan hasil pengawasan;
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11.

12.
13.

Gl

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

Pelaksanaan administrasi Inspektorat;

Pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang
menjadi tanggung jawab Inspektorat;

. Perumusan inovasi terkail tugas dan fungsinya dalam

rangka peningkatan pelayanan publik;

Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan
pertimbangan pengembangan hkarier;

Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Inspektorat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis

dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat

dalarn melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungse:

1.

Pengkoordinasian perumusan rencana program Kerja dan
anggaran Ypengawasan, penylapan Penycleswan rancangan
peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja
sama; h

Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,
analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta
monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan

rumah tangga,

. Penyelenggaraan péngelolaan dan pengamanan barang milik

daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;  *
Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan
pertimbangan pengembangan karir;

Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur;
can

Pelaksanaan fangsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
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2.1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian
1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usana, perlengkapan
dan rumah tangga, pengelolaan Kkeuangan, penatausahaan,
akuntansi, veriiikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Subbagian Administrasi Umum dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan adininistrasi kepegawaian;

. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

2

3. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
5

. Pelaksanaan anggaran dan penyiapain bahan tanggapan atas
laporan pemeriksaan keuangan,
6. Pelaksanaan perbendaharaan;

7 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporin keuangan;

8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai  bahan

pertimbangan pengembangan karier; Pelaksanaan
" laporan/pertanggungjawaban kepada  Sckretaris; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan
tugas dan fungsinya.

2.1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu

1) Inspektur Pembaiitu [-IV

Inspektur Pembantu [-IV mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
yang mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasarn pada
Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing.
Dalam melaksandkan tugasnya, Inspektur Pembantu
menyelenggarakan fungs1

1. Perumusan pengusulan program pengawasan di wﬂayah
masing- masing,

2. Perumusan dan penyelesaian skala prioritas  obyek
pemeriksaan di wilayah masing- masing;

28 Fcngoordma51an pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas
pemerintah di w1hyah masing-rmasing;

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dan
tugas pembantuan di wilayah masing-masing;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

/
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7. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di
wilayah ma’sing—masilf.‘.g;

8. Pengendalian, pembinaan, dan evaluasi terhadap substansi
Penyelesaian laporar hasil pemeriksaan dan Penyelesaian
Kertas Kerja Pemeriksaan;

9, Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan
pertimbangan pcrgembangan karir;

10. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada 1nspektur
dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait
dengan tugas dan fungsinya.

2) Inspektur Pembantu V

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis . dan
mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, menindaklanjuti aduan
masyarakat serta tugas khusus yang ditetapkan oleh Inspektur.
Dalam  melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu V
menyeclenggarakan fungsi :

1. Penyelesaian bahan perencanaan program penanganan kasus
dan pengaduan,

2. Penyelenggaraan bahan dan pelaksanaan pcnanganun kasus
dan pengaduan,

. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama pengawasan dengan

oy

Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya atau Join Audit;

4, Penyelesaidn bahan dan  pelaksanaan pemeriksaan,
pengusutan, pengujian, dan penilaian kebenaran laporan
pengaduan; R

5. Penyelesaian bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan
atas pengaduan masyarakat, perorangan badan hukum dan
penanganan kasus berindikasi korupsi;

6. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung
kegiatan investigasi.

7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum,
permintaan inform:asi, dan pelimpahan kasus kepada instansi
penegak hukum; '

8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan
pertimbangan pengembangan karir.

9. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur;
dan,

10. Pelaks:emeian‘fur‘,gsi._lain yang diberikan oleh Inspektur terkait
dengan tugas dan fungsinya.

e
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2.1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional’
1) Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis
pengendali:'m dar. pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, review,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, meliputi konsultasi,
sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai atas efisiensi dan elektifitas manajemen risiko, pengendalian
dan proses tata Kelola unit yang diawasi. Dalam melaksanakan tugas

- pengawasan, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan audit atau pengawasan dan review terhadap
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan urusan
Pemenntahan Desa sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan
keahlian/keterampilan yang dimiliki;

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan
Inspektorat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas,

3. Pelaksanaan pelaporan secara lisan maupun tertulis kepada
Inspektur/Inspektur Perabantu sebagai pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas;

4. Pemberian saran dan pertimbangzan kepada
Inspektur/Inspektur Pembantu baik diminta maupun tidak
sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;

5. Pelaksanaan penilaian kinerja bawabhuan sebagai  bahan
pertimbangan pengembangan karir; dan

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuin
dengan bidang tugasnya.

2) Jabaian Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD)

Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Peri:erintahan di
daerah, yang meliputi :

1. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan
pemerintahan;
Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
Pengawasan untukslujuan tertentu; dan

;R W N

. Pelaksanaan evaluasi penyeienggaraan teknis pernerintanan
Daerah.

¥
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3) Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnye terdiri atas sejumleh
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai*dengan bidang keahliannya selain jabatan fungsional auditor
dan P2UPD. Kelompok fungsional berkedudukan di -bawah dan
bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris,
kepala Subbagian, atau Inspektur Pembantu yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber ‘Daya Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten

Tuban

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Tuban harus
dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga
] memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya
berperan sebagai faktor pendukung dalem pelaksanaan fungsi
perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan
asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan
masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi
dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan
berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang
ditetapkan pada Inspektorat Kabupaten Tuban.

2.1.2.1. Kondisi Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Tuban

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Inspektorat
Kabupaten Tuban menuntut dukungan sumber daya manusia yang
memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Inspektorat Kabupaten
Tuban memiliki 54 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawal
berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebapa

berikut:

1. Eselonll : 1 Crang
2. Eselon HI : 06 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsi.onal : 39 Orang
5. Pelaksana : 7 Oranyg

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa
ketersediaan SDM pada Inspektorat Kabupaten Tuban berada dalam
kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-
langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang
struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung
pencapaian tujuan strateg:is organisasi secara optimal.
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Jumlah pegawai di Inspektorat saat ini berjumlah 54 orang
terdiri dari 50 PNS dan 4 Non-PNE. Dengan rincian sesuai jabatan

sebagai berikut:

1  Auditor Pelaksana/Terampil

Auditor Ahli Pertama
Auditor Ahii Muda
fsuditor Ahli Madya
P2UPD Ahli Pertama
P2UPD Ahli Muda.
P2UPD Ahli Madya
Pélaksana.

10 Non-ASN

oo - JRNEN BN (YY) T R 8 B

£

Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir

o

e SHE - IR = TR < W o B O SR o B )

Adapun basil analisis kebutuhan pegawai berdasarkan
jabatan pada posisi Auditor adalah sebagai berikut:

No-——Jenjan; . tan

' Pegawai

. " yang ada

Tabel 2. 1. Kebutuhan Pegawai untuk Jabatan Auditor

t -3 | Auditor Utama | 0 2 2

| 2 | Auditor Ahli Madya | 2 4 | 2

| 3 | Auditor Ahli Muda | 5 12 | 7
4 | Auditor Ahli Pertama | 11 16 | 5] |
5 | Auditor Penyelia 0 i 10 | 10

li | Auditor Pelaksan_z.i - 5 . I 4 .

; l_,ja_l}jutan_ ) !

| Auditor |

%
i | Peiaksana/Terampil |

Jumlah +

Sumber: Hasil analisis kebutuhan pegawai, 2025

Tabel 2. 2. Kebutuhan Pegawai untuk Jabatan P2UPD

§ e T
' Jenjang Jabdatan °

Pﬁ?gawai .

1
i

. Kebutuhan - Kekurangan

| P2UPD Madya

i el

2 | P2UPD Muda

yang ada °

| 3 | P2UPD Pertama
Jumlah - | g

Sumber: Hasil analisis kebutuhan pegawai, 2025

[ 1% ey [
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Berdasarkan data dialas kebutuhan pegawai  secari
keseluruhan adalah 45 orang. Pada jabatan auditor masih
dibi*uhkan 25 pegawai dan di P2UPD sejumlah 20 orang. Selain
aspzk jabaian, kondisi pegawai juga dapal dilihal dari tingkal
kualifikasi pendi.dikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi
indikator penting dalam wmenilai kapasitas individual pegawai dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang
semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada
Inspektorat Kabupalen Tuban sebanyak 54 dapat dirincikan
berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 8 Orang

2. Sarjana S-1 : 33 Orang

3. Diploma 3 ‘ : 13 Orang

4. SMA Sederajat : 3 Orang ’

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting
dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia
membefikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi
aparatur, serta’ merzjad.:' dasar dalam merancang strategi
pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan
perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah
pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dapat dirincikan
berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 13 Grang
2. Usia 30-39 tahun : 17 Orang
3. Usia 4049 tahun : 16 Orang
4. Usia 2z 50 tahun : 11 Orang

Dari data diatas, diketahui bahwa komposisi aparatur saat ini
tidak di dominasi olel kelompok usia tertentu. Proporsi pegawai muda
sedikit lebih banyak yang menunjukan adanya potensi untuk
melakukan pengembangan kompetensi dan  bersiap untuk
menghadapi perubahan di masa mendatang.

2. 1. 2. 2. Kondisi Sarana Prasarana Inspektorat Kabupaten Tubar

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektoral

Kabupaten Tuban sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi
organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.
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Tabel 2. 3. JumlahSarann Prasarana Perangkat Daerah
Jenis Sarapadan . '+ .Kondisi ;

Prasarana. = ' Layak . Tidak l'-q.rak

1 | Station Wagon 9 o Y
T8 S T W WD
| 3 | Laptop D 9 69 |
7 I A W B
5 | AC Spit _| 16 9 25 |

8leg.. | S 10 25l -
7 | Scanner B B 5
8 |Leman | 35 35

9 | Meja Kerja ) 10 : : 10

10 | Meja Lipat 26 - | 26
11 KursiKega | 44 | 10 54
j E‘_‘.{ursi Rapat 08 = : 0&

13 | Kursi Tunggu 3 et )
14 | Mesin Pencacah Kertas 1 e _ DS, PR e
' 15 | Alat Keamanarn | 9 9

BT N i . s -

17 | Sourld System . i 2 g
|18 | VideoWall  ~ ' | -1 | : il
L 194 TRs ' 2 | i 20
|20 | HammerTest | 3 . B
| 21 | Meteran Dorong , 5 4 | 9

22 | Meteran Laser i & g 2

Distancing I » o
23 | Jangka Sorong | ' = | 4
24 | CameraConference | 1 | - | 1

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa
sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat
Kabupaten Tuban berada sebagian besar dalam kondisi layak.
Terdapat 7 jenis sarpras yang memiliki kondisi bcberapa tidak iayak
baik karena kerusakan fisik ataupun usia pakai yang telah melampaui
batas optimal. 7 jenis sarpras terscbut adalah Sepeda Motor, Laptop,
Printer, AC Spil, PC, Scanner, dan Mewcran dorong. Oleh karena itu,
diperiukan langkah strategis berupa pemcitharaan aset yang masih
layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru
secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
secara optimal dalam lima tahun mendatang. Untuk aset yang tidak
layak akan dilakukan penghapusan, selanjutnya akan diadakan
pengadaan ulang aset dengan jumlah yang sama.
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2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kalhupaten
Tuban telah menetapkan arah kebijjakan yang dituangkan dalam
Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-
bidang terkait, dengan dukungan pendanaan meialul program dan
kegiatan yang tersedia. Capaian Inspektorat Kabupaten Tuban dalam
5 t..aun sehelumnya sebagai berikut:

VaZaaavsel
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Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

e

| FamgtRidenal o | | | | | ReflisstBioea || Capaian Kingrja |
: 2020 - .:2021 iozz; 2623 |. 2034 - §202¢> | 2092 2033 2024 - 2020 ‘2021« 2022 | 2023 |Z02a’
(1 @ B | @ | e | © | o | @] e | | ay | oy | 03 | g | 05 (17)
Persentase i - . | |
rekomendas temuan . |
hasil Pemeriksaan 160 100 N/A | N/A N/A  |99,87 100 N/A N/A N/A 99.87% 100% N/A N/A N/A :
1 BPK vang I [ ! 5
| ditindakanjuti e % g E il T L AT i e
Persentase EI : |
penanganan kasus | . . ‘
aduarn di lingkungan 100 100 N/A | N/A N/A oG *| 100 N/A N/A N/A 10¢0% 1002 N/A N/A N/A |
2 Pemerintah I E | :
_1 Kabupzter Tuban el Y | - o [ | _ i '
| Prosentase OPL yang I [
| dievaluasi SAKIPaya | i
| g l cdengan kategori 70 70 100 100 100 (89,13 100 a8 100 100 127% 143% 9836 100% | 100%¢ !
[ peringkat minimal BB | |
L S = R e e
| 4 | Leve! Maturitas SPIP N/A | NjA | Leveld | Level3 | Level 3 | N/A | N/A | Lovel 3 | Level | Level I’ N/A 1' N/A | 0% ;1007
| o | Upm BPK [ WER “_-’T_P__] N/A | N/A N/A WTP }NT__I WTP WTP WTP I 100% | 100% N/A | N/A N/jA

.mber: LKJiP Inspektorat Kabupaten Tuban 2020-2024, 2025
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1. Persentase rekomendasi temuan bhasil pemeriksaan BPK yang
ditindaklanjuti. Persentasc  rekomendasi temuan  hasil
pemeriksaan Badan Pemerikse  Keuangan  (BPK) yang
ditindaklanjuti menjadi salah satv indikator pentng dalam
pengelolaan keuangan daerah kabupaten Tuban. Pada tahun 2020,
capaian tindak lanjut rekomendasi mencapai 99,87%, harapir
memenuhi target 100%. Selanjutnya, pada tahun 2021, capaian bu
meningkat menjadi 100%, menandakan adanyu perbakan kinerji
d-uam tin-daklanjut hasil temuan pemeriksaan BI’K. Pada tabun
2021 terdapat 362 temuan dengan 773 rekomendasi. Dari total
tersebut dicatat bahwa sebanyak 734 rekomendasi telah
ditindaklanjuti dan 39 rekomendasi masih dalam proses tindak
lanjut atau belum selegai ditindak lanjufi.

2. Persentase penanganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban. Pada tahun 2021 kasus pengaduan yang
ditangani oleh Inspektorat fabupaten Tuban hanya kasus yang
berasal dari pengaduan masyarakat atas kasus yang berjumlah 20
kasus. Dari 20 kasus tersebut semuanya ditangani dan semuanya
terbukti. Sehingga penanganan kasus aduan berhasil mencapai
target 100%, menandakan sehuruh pengaduan telah ditindaklanjuti
dengan baik tanpa ada kasus yang tertunda.

3. Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dievaluasi
dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dengan peringkat minimal BB atau sangatl baik juga
mengalaﬁﬂ peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, capalan
sebesar 89,13% sudah melampaui target awal 70%. Capaian ini
terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2021 dan
kembali sedikit menurun menjadi 98% pada 2022, sebelum stabil
kembali di angka 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal im

*  menunjukkan peningkatan kualitas kinerja CPD yang konsisten.

7 B % 7 [T/
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@ Prosentase OPD yang di-evaluasi SAKiPnya dengan mimmal BB

100 i =

100 100 100

93,0C

89,13
80

60

40

20
2020 2021 2022 2024 20

Grafik 2. 1 Capaian indikator Prosentase OPD vang dievaluasi
dengan Minimal 8B

Sumber: LKJiP Inspektorat Tahun 2020-2024, 2025

Pada tahun 2024 kegialan evaluasi SAKIP dilakukan dengan
mengevaluasi dokumen* Renstra 2021-2026, Renja 2024, Perjanjian
kinerja, dan dokumen pelaporan kinerja. Target yang ingin dicapai
pada tahun 2024 adalah 100" dengan kategori minimal BB (sangat
baik). Terdapat 42 OPD di Kabupaten Tuban di Tahun 2024 yang
dievaluasi dengan hasil 26 OPD mendapatkan kategori A
(memuaskan), 16 OPD mendapatkan kategori peringkat BB (sangat
baik). .

* Tercapainya kinerja ini didukung olek: sistem yang dapat
menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang. konsisten
dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan, adanya
komitmen dari pimpinan dan seluruh staf OPD yang bersangkutan,
dapat menunjukan adanya tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi
serta hasil dan manfaat yang diperoleh, serta mampu menyajikan
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan
yang ditetapkan.

o7 7 4/ 's,{'-/le./ |
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4. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

menjadi indikator pengendalian internal instansi pemerintah yang
penting. Inspektoral berhasil mempertahankan tingkat maturitas
pada level 3 sejak tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan
pengendalian internal sudah berjalan cfektit dan sesuai standar.

Level Maturitas SPIP

Level 2

2022 2023 2021

o PP

Grafik 2. 2 Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2022-
2024

Sumber: LKJIP Inspektorat Tahun 2022-2024, 2025

Tercapainya indikator ini di level 3 didukung oleh pengelolaan
kincrja yang cukup baik dengan pengelolaan risiko dan kegiatan
pengendalian yang mengarah pada efektivilas pencapaian tujuan
organisasi. Selain itu, organisasi telah berhasil menjalankan tugas
dan fungsinya dengan cukup efektif, telah memiliki pelaporan
keuangan dan pengelolaan asset yang baik, serta telah memiliki
kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

‘Saiah satu kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan
adalah belum 'optimaln_':'a personil yang kapabel, bersih, dan
akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima berbasis teknologi
dan informasi sehingga perlu adanya optimalisasi pengawasan yang
berorientasi pada pcmbinaan daerah. Selain upaya tersebut, juga
perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi atas implementasi
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah secara berkesinambungan, sehingga dapat
segera dilakukan perbaikan sedini mungkin (early warning) apabila
terdapat kekurangan.

PRV

/
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Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan
daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2022
hingga 2024. Opini ini mencerminkan kualitas pengelolaan
keuangan daerah yang sangat baik dan transparan sesuai standar
akuntansi yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan laporan
keuangan dari BPK, BPK memberikan Opini atas kewajaran laporan
keuangan pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan
memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar
akuntabilitas pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas
sistem pengendalian intern. dan kepatuhan terhadap ketentuan
perundang- undangan.

Namun masih ada catatan terkait dengan lemmahnya sistem
pengendalian intern maupun ketidakpatuhan rerhadap ketentuan
perundang-undangan yang dituangkan dalam Surat Nomor 82/S-
HP/XVIIL.SBY/04/2025 dari BPK kepada Bupati Tuban. Hal ini
diperinci dengan 3 catatan spesifik yakni: pertama, mengenai
fleksibilitas BLUD yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan

kepala daerah yang mengakibaikan tidak adanya acuan tekms
dalam penyajian dan pengungkapan laporan kcuangan; kedua,
mengenai pengelolaan BUMD  tidak memadai, karenio terdapal

BUMD yang belum menyusun rencana bisnis dan belum membarui
dehumen legalitas perusahaan sehingga tidak memiliki pedoman
Jelam menentukan arah dan tujuan perusahaan scrta potensi
muncuinya gugatan dan denda atas legalitas perusahaan yang tidak
berlaku dan kewajiban yang belum terselesaikan; dan ketiga,
penataan asset tetaps beluin memadai, antara lain kebijakan
akuntansi nilai kapitalisasi asset tetap belum memadal dan
pencatatan asset tanah dan asset jalan belum sesuai dengan surat
keputusan (SK) ruas jalan, sehingga memiliki risiko hilangnya asset
tetap konstruksi yang dicatat pada ekstrakomptabel dan laporan
barang kurang handal karena informasi yang kurang lengkap.

[ 7]
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Tabel 2. 5. Anggaran dan Kealisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tuban

‘ Anggaran Pada Tahun ke- | Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio ;ntara Realisasi dan Anggaran
Uralan | 020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20.7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Ty e ltelw | e ©) @) 8) @ | o | an | g2 | a3 | a4 | g5 | ge).
Prograiz | | .
Perumusan | | 627.49 2229. 1:720- 11 g86.19 568.117. |1.828.11 1 a8 11.886.19] g B o ey
Kebijokan, | 8.000|726:32 (895111 g 157|. NA|  000| 2066| 4.688| 9.157 ‘ % % %
Pendampinga | ! | 8 | 1 | |
n, dan I
ii Erggram ; | 2.513. | 1.634. | ! | 81,75 72,54 | 83,00
Penyelenggarai N/A |698.50 917.56|376_75 [1.601.58 R 2.054.87 298.861. 1.185.60 1.229.32 A iy | 32,57% o )
an’ | o| 8000 o| 6000 | 9776  793| 4200 6089 | -
Pengawasan I i == | = ! __J
Program | ‘ | |
Penunjang ! : 5 |
Urusan on | 1118|977 okt (S 027 207, 1775017 103311 153496 | wa | P39 | 79,270 | %22 | 5702
Pemerintahan 446.32 | 281.30 | 436.1 | ggop0| ! cos | 3359 | 49.023 | 05.554 | %, % Y%
Daerah 5 7 53 i
Kabupaten /Ko | |
ta a |
__ | aroe B B u =

Sumber: LKJiP inspektorat Kabupaten Tuban 2020-2024, 2025

=  A—
M el

Ve




2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan  Perangkat Daerah
Inspekt.:omt Kabupaten Tuban

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat
yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik cleh
perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan
memperimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-
masing peranékat claer,ah,', serta aspek kebutuhan masyarakat,
kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap
pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas
siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan
dapat lebih terfokus dan tepal sasaran dalam menyusun strategi,
kebljakan serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjach
target utama dari Inspektorat Kabupaten Tuban selama periode
perencanaan strategis.

Tabel 2. 6 Kelompok Sasaran Layanan

. Jenis Layanar; : 1 Kelompok Sasaran

: Pendampingan | Pelayanan Pembinaan| Seluruh Perangkat
I © Asistensi | dan konsultasi Daerah dan .
L . | Masv: ‘J‘akdt

S - _

Sumber: Inspektorat Kab. Tuban, 20”5

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi
fokus utama dalam penyclenggaraan layanan olch  Inspcktorat
Kabupaten Tuban pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini
memiliki  karakteristik dan kebutuhan  yanyr  berbeda,  yang,
mempengaruhi desain dan implementasi layanan vang diberikan.
Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran i bhertujuan unluk
memastikan bahwa sectiap layanan yang discdiakan dapat tepad
sas-.ran dan.memberikan dampak yang maksimal.

2.1.5 Mitra Per@ngkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

Untuk meningkatkan kualitas dan jangliauan pelayanan kepada
masyarakat, Inspektorat. Kabupaten Tuban menjalin kemitraan
strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur
pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang
masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pengawasan. Berikut
ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam
mendukung kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tuban.

VAR ATAK <24
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Tabel 2. 7. Mitra Perangkat Daerah

'No ity Pe;’angllfa't Jenjs Layanan : Dukungan Kinerja °
: Daerah | . | ., S e T ;
(1) | (2) B | )

, |
'‘Bagian Organisasi *|Layanan Meningkatkan

1 Sekretariat Daerah |pendampingan akuntabilitas kinerja
'dan Baperinda |dan asistensi | instansi peme:intah
ilnspektorat Provinsi Meningkatkan efektivitas |

ol 2 Pengawasan

Jawa Timur pengawasan

Sumber: Diolah:Penulis, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran
penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh
Inspektorat. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan

* mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukune pencapaian
tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dar efisien.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu
tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten
Tuban memilila tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi
kualitas dan efisiensi pelaksanzan tugas dan fungsinya.
Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari
keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai,
hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum
optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat pentling untuk
memaharmi akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solust yang,
tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. 13erilkut adalah
pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten
Tuban dalam penyelenggaraan pelayanan,

1 Masih  Terdapat Penyimpangan Pelaksanaan dan

Penatausahaan di Pera ngkat Daerah

2. Masih terdapat berbagai aspek yang periu ditingkatkan agar
nilai SAKIP Perangkat Dacrah raneningkat

3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang belum berjalan
Optimal.

et
ll'_/ 2% Y % |
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2.2 4 Isu Stiategis

Isu Strategi¢ adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya dapat mecmpengaruhi daerah baik secara langsung
ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan
isu strategis pada Inspektorat Kabupater Tuban didasarkan pada
Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga,
Renstra Inspektorat Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten
Tuban dengan rincian sebagai berikut:
2.2.2.1 Isu Globeal

Isaa global merujuk pada kondisi, iren, atau tantangan yang
bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta, daerah.
Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi,
kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional
’yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan
masyaraicat’ di tingkat daerah. Isu yang sedang terjadi secara global
diantaranya adalah:

1) Isu Sustainable Development Goals
2) Perubahan Ikiim Duria dan Kebutuhan mengatasinya
3) Isu Globalisasi Ekonomi
. 4} Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
5) Isu Geopolitik dan Geockonomi.

Isu-isu diatas perlu menjadi perhatian Inspektorat dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan selama periode 2025-2 029
karena Inspektorat sebagai unit kerja yang mengawasi langsung
kinerja pemerintah daerah dalam rangka mencapai Visi-Misi Daerah.
Namun tidak terdapat 1su yang spesifik terhadap kinerja Inspektorat
sebagai aspek pendukung.
2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis Kementerian/lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan
harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secari
terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (kenstra)
Inspektorat Kabupaten Tuban merupakan bagian integral dari isu
nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah
strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan lokus kerp
sektoral yang memiliki implikasi techadap pembangunan di dacrah.
Ole’s Kkarer:a itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan
perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran
strategis nasional.

[ e 17 T
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1) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

Sasaran strategis Renstra BPKP Tahun 2025-2029 adalah
“Meningkatnya kualitas pengendalian intern K/L/P/BU” dengan 2
indikator yang digunakan scbagai alat ukur vakm Perscatasc
¥./L/P dcngan Maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik
Terdefinisi dar. Persentase K/L/P dengan Kapabilitas APIP lebih

dari sama dengan level 3.
2.2.2.3 Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah
satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan
Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi
pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan
yvang bersifat strategis, y.akni pada arah kebijakan, rencana dan
program pembangunan. KLHS RPJMD Kabupaten Tuban memiliki Isu
strategis sebagai berikut: :

1) Kurang Optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah;.

2) Belum opumalnya upaya perlindungan sosial dan
pemberdayaan perempuan dan anak;
3} Rendahnya kualitas samber daya manusia;

4) Belum optimaln};a ,pengelblaan lingkungan hidup dan
kebencanaan; dan

5} Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Isu KLHS RPJMD Kab. Tuban yang relevan dengan tugas fungsi
Inspektorat Daerah adalah mengenai isu belum optimalnya tata kelola
pemerintahan. Isu tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan
isu strategis Inspektorat dalam periode perencanaan jangka
menengah atau Renstra tahun 2025-2029.

2.2.2.4 Telaahan (RPJMD) Kabupatea Tuban

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Tuban merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat
Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.
Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi 1su
strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi taktual,
potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Tuban.
isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus
ditangani secara terencana dan terpadu oleh selurub Perangkat
Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Sirategis Inspektorat
Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban
perlu diintegrasikan ke dalam percncenaan Inspekioral Kabupaten
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Tuban agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas
pencapaian tujuan pembangunan dacrah. Adapun isu strategis
daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1)

2)

Penguatan fundamental ckonomi yang berorientas: pada
integrasi lintas sektor (sektor primer, sekunder dan tersicr) dan
pengembangan potensi lokal berbasis Masyarakat,

Pembangunan infrastruktur yang mendoreng konektivitas
antarwilayah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan

" menekan kesenjangan pendapatan;

3)

4)

o)

6)

7)

8)

9)

10)

Pengembangan pertanian sebagai sektor penting baik on farm
maupun off farm. agar memberikan nilai tambah (value
added) pada kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat serta
mendukung terciptanya ketahanan pangan daerah;

Ferluasan investasi, khususnya yang membuka kesempatan
kerja; memanfaatkan bonus demografi dengan penyediaan
lapangan kerja serta SDM yang sesuai (link and matched
kompetensi tenaga kerja dengan pasar tenaga Kerja), khususnya
di sektor ekonomi yang memberikan multiplier effect tinggi,
Peningkatan dan ‘percepatan pemenuhan layanan dasar
(Pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial
lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar, antara lain untuk
penurunan kemiskinan,

Penguatan sosialisasi dan edukasi berbasis masyarakat terkait
dengan nilai budaya, perlindungan perempuan dan anak, serta
ketentraman dan ketertiban urhum;

Penguatan mitigési " dan ‘penanganan bencana dengan
melibatkan masyarakaf;

Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup,
penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan
lingkungan dan aman bencana;

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pela‘yanari publik
dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) serta kerjasama antar-stakeholder; dan
Fenguatan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi
peningkatan PAD, kelembagaan pengelolaan belanja daerah
yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK
serta kerjasama antar- stakeholder pembangunan.

Berdasarkan isu strategis RPJMD Kabupaten Tuban yang

relevan dengan Inspektorat adalah berkaitan dengan isu mengenai

Peningkatan tata kelola pemerintahar. dan pelayanan publik dengan

mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) serta Kerjasama antar-siakeholder.
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2.2.2.5 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 20252029, potensi daerah menjadi salah satu sumber
utama dalam perumusan isu sirategis. Pemanfaatan potensi daerah
secara optimal tidak hanya imendukung percepatan pembangunan,
tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh
karena itu, potensi unggulan daerah periu diidentifikasi sebagai isu
strategis yang dapat diarahkan menjadi lkekuatan pembangunan.
Namun, tidak terdapat potensi daecrah spesilik yang sesual dengan
tugas fungsi yang dilakuxan Inspelctorat.

Sebagai tindak lanjut dari hasil teclaah terhadap berbagi
sum'ier yang telah dijelaskan, perlu dilakukan mtegrasi untuk
meagidentifikasi isu strategis Inspcktorat Kabupaten Tuban secara
komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi
daerah, permasalahan pclayanan, Renstra Inspektoral Kabugaten
Tuban, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Tuban dan dokumen
perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam
tabel berikut:
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Tabel 2. 8 Perumusan Isu Perangkat Daerah

!4' 5%..«6/

; ensi R e Isi Lingkungan Dinamissyang Relevan Dengan PD -
Potensi Daerah yang  Tsu KLHS | LIREXUSES Yﬁ g
Menjadi Kewenangan : _ : :
AT P Permasalahan PD yang Relevan ¥ : Isu Strategis PD
o g
Dengan PD Global Nasional - e Regional :
(1) (2) (3} (4) (5) (6) (7)
_ Peningkatan tata kelola pemerintahan
Masih Terdapat - ) . ) Memperkuat tata kelola
] Belum Meningkatnva |dan pelayanan publik dengan ] )
Penyimpangan . , _ pemerintahan yang baik dan
cptimalnya kualitas mengoptimalkan pemanfaatan } )
Pelaksanaan dan . | . .. |pemerintahan yang bersih
. |tata kelola pengendalian |Teknoiogi Informasi dan Komunikasi
Penatausahaan di ] i . dengan fokus pada
* % |pemerintahan. intern (TIK) serta kerjasama antar- =i _
Perangkat Daerah penguatan risiko korupsi
stake er
| takehold
I .
' Meningkatkan penecrapan
) ) mekanisme pengendalian
Peningkatan tata kelola pemerintahan |, ! .
' . internal yang lebih efektif
Pelaksanaan Behun Meningkatnya |[dan pelayanan publik dengan Bl
) . ) untuk menjamin
Pengendalian dan  |optimalnya kualitas mengotimalkan pemanfaatan
, ) A . . |pelaksanaan program dan
Evaluasi yang beium|tata kelola pengendalian |Teknologi Informas: dan Komunikasi . _ )
. ] ' ) |kegiatan berjalan efisien dan
berjalan Optimal.  |pemerintahan. intern (TIK) serta kerjasama antar- i .
imemberikan hasil vang
stakeholder ) ]
maksimal sesuai target
" pembangunan daerah.
1 B i s =4 = = IS P : — i




Potensi

g

Optimal

e [

' Sumber: diolah Penulis, 2025

stakeholder

Isu KLHS .
Daerah yan . Isu Lingkun Dinamis yang Relevan Dengan PD’ R .
PR ych g .OPermasalahan  Yapg Relevan i ! . TAEt & Fog Isu Strategis PD
2 e PD Dengan PD Global- Nasional .’ Regional "5 i
Kewenangan ; .
PD :
(1) (2} (3) (4) () (6) (7)
Meningkatk:
Masih terdapat . gk el
S e, . _ mekanisme pengendalian internal
& \ P |gelum Meningkatnya Peningkstan tata kelola pemerintahan dan o 1ehih el ki
ang perlu o 5 ;
)‘;_ .g I‘) i optimalnya kualitas !p,layanan ZERliladon ean i Ebltea Lo menjamin pelaksanaan prograrm
itingkatkan agar 9 - :
- 'gSA - 2 tata kelola pengendalian Pcmdnfaatan ietapioriinliommraidean dun kegiatan berjalan efisien dan
nilai SA ilcasi - g L
. « |pemerintahan. intern e ittt esis, S)SETEET [asenna emtar: memberikan hasil yang maksimal
Perangkat Daerah | stakeholder I )
: ' |sesuai target
meningkat |
b _ ]| |pembangunan daerah.
Pelaksanaan y Peningkatan tata kelola pemerintahar. dan
_ Belum Meningkatnya _ )
Pengendalian dan _ ) pelayanan publik dengan mengotimalkan Peningkatan pengendalian risiko
_ optimalnya kualitas . )
Evaluasi yang ) pemanfaatan Teknologi Informasi dan dalam mengatasi hambatan
] tata kelola pengendalian [ ]
belum berjalan _ _ Komunikas: (TIK) serta kerrasama antar- pecapaian tujuan
pemerintahan. intern
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Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu
strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah
teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama
Inspektorat Kabupaten Tubsn. Isu-isu tersebut merepresentasikan
kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian
kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan
mandat Inspektorat Kabupaten Tuban. Isu strategis ini selanjutnya
digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan,
tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen
perencanaan Inspektorat Kabupaten Tuban. Uraian lebih lanjut
mengenai isu strategis Inspektorat Kabupaten Tuban disajikan
sebagai berikut: ,

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih dengan fokus pada penguatan risiko
korupsi;

2. Meningkatkan penerapan mekanisme pengendalian internal
vang lebih efektif untuk menjamin pelaksanaan program dan
kegiatan berjalan efisien dan memberikan hasil yang maksimal
sesuai target pembangunan daerah; dan

3. Peningkatan pengendalian risiko dalam mcengatasi hambatan

pencapaian tujuan.




BAB II1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

,
-

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Peraugkst Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaiar
yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode
perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai

"penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat
diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra
Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama
litna tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran
RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari
tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara
terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan
sasaran Perangkat Dacrah harus sejalan dengan tuiuan dan sasaran
jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi
kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga
merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah,
yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat
berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan muisi
tersebut dalam periode yang telah ditetapkan. '

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Tube:: Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikul:

“Mbangﬁn D?so Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, I{arya,
Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan
Berkelanjutan”

Visi ini memiliki dua poin penting daiam proses inembangun
daerah yaitu pendekatan (Approach) dan harapan (Vision). Poin
pertama yaitu Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, lnovasi, Karya,
dan Lanjutkan adalah pendekatan pembangunan yang tepat dalam
mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat
terwujud pada akhir periode RPJMD, vaitu “Sejahtera”, “Berkeadilan”,
“Berbudaya”, dan Berkelanjutan”. Misi kabupaten Tuban adalah
sebagai berikut: .

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota
yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan;

i
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2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian
Secara Meluas (Perta}lian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan),
Pélriwisata, Perindustrian, Perdagangan vyang Berbasis
Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan
Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan
Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif;

3. Mewujudicaﬂ Sumber Daya Manusia Berkualitas yang
Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal;
dan

4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik,
Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem
Pengawasan yang Efektif;

Inspcktorat Kabupaten Tuban berperan dalam mendukung misi
ke-4 tuyjuan Mewujudkan birckrasi pemerintahan yang adaptif dan
melayani dan sasaran Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dari
RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD
tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Inspektorat Kabupaten Tuban
yang sclanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan
dan sasaran Inspektorat untuk lima tahun ke depan dapat dilihat
pada tabel berikut:

)
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Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

- Tarket Tah.un

T .
NSPK dan Sa ]
: . Tujuan ] : . Indikator ‘ Ket
RPJMD vang Relevan I . ¢ 2025 %026 2027 2028 2029 2030- 4
3 s .
2 =1 ) 0 B Casaie 4) | B |-© | o] ® ©)
Terwujudnya Birokrasi |Terwujudnya “ }_ ‘
e Birokrasi yan |Nilz—:.i Komponen Evaluasi | |
yang ntacel . asl yarng, | 5
| Akuntabilitas Internal S N ] e
! Akuntabel | | [ | | I | [
: dalarmn SAKIP Daerzh 1 | '
- ] 2 1] I = =
Meningkatnya kualitas | | ' 5 | ?
ngendalian, . | -1 l -
PEHEEHC AR |Nilai Maturitas SPIP | 3,32 | 3,38 | 344 | 3,5 | 3,56 | 3,62 |
| pengawasarn dan ' . ' i
| . evaluasi == = | = e |
' ipen}'t’l‘i nggaraah Persentase nilai SAKIP I
il ' pemerintahan daerah OPD dengan kategori 66,67 | 73,8 |80,95| 88,09 | 95,24 | 100
| ! Jmilnimal A |
. ! I Meningkatnya |
‘kepuasan masyarakat IKM OPD 89,89 | 90,39 |90.89| 91,39 | 91,89 192,39
terhadap layanan | l |l - b | ll |

Sumber: Diclak Penulis, 2025
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Pert.musan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada
pendekatan logical framework. Berikut ini disajikan gambaran
mengenai logical framework Inspektorat, yang merupakan alat
untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan
tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

* ferwljudnya
Maninpksinya Mansemen -

Resiko Pemasintah Qussah ™| Birohrasi yang

| Akurtabed «

MenDoIEiTys
Kapabities APIP

| Meaningkatmys Elsiavias |
| Pengandelan Konper ¢

Merngietmya Kepatuhar |
Yamagduo Penundang- = enngkalnya Alniabdias
Ungangan ’

_Gambar 3. 1 Logical Framework Inspektorat Kabupaten Tuban
Sumber: Diolah penulis, 2025

3.2 Strategi, Pentahapan Pembangunan, dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif,
yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan
dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya,
penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan,
guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta
sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Inspektoral Kabupaten
Tuban juga disusun berdasarkan rumusan  permasalabian
pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proscs perumausan
strategi Inspektorat, yang melipuli antara lain:




Meningkatkan

transparansi, |

Masih Terdapat itegritas, dan

|Penyimpangan akuntabilitas melalu
|Pe1aksanaan dan _ | penerapan Sistem
[Penatausahaan di | pengendalian internal

;Perangkat Daerah yang ketat dan

pelgawasan yang

optimal

|
=1

|
| |
| “ | Menguatkan sistem |
. pengendalian internal ‘
[Meningkatnya kualitas | melalui peningkatan

’ engendalian, kapabilitas aparat
Masih terdapat berbagai peng a e |
pengawasan, dan pengawasan, |
aspek yang perlu _ ]
levaluasi penyempurnaan

ditingkatkan agar nilai .

| penyelenggaraan Mekanisme
SAKIP Perangkat Daerah . '

’pemenntahan daerah | pengawasan, dan

'meningkat |
I | | Penerapan !
Lee : | manajemen risiko di
i | setiap perangkat
! ‘ daerah. .
! Meningkatnya
1 z | . evaluasi kinerja
e | | daiam rangka
Pengendalian dan | —
fendoron
|Evaluasi yang belum - E . |
;berjalan Optimal | pencapaan tujuan
pembangunan

| pemerintah daerah |

Sumber: Diolah penulis, 2025
3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan
operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah
kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka
mencapai target tujuan dan sasarar Renstra PD. Selain itu arah
kebijakan Renstra PD aisusun berdasarkan akar masalah

pembangunan perangkat daerah.

Inspektorat memiliki arah kebijakan yang sclaras dengan
NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun
2025-2029, dengan rincian scbagai berikut:
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Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Tuban

. Operasionalisasi NSPK

(2)

Arah Kebijakan RPJMD

(3}

Arah Kebijakan Renstra PD

| ;4‘

(5) |

Permendagri 107 Tahun 2017

iperumusa.n kebijakan teknis bidang

1 |pengawasan dan fasilitasi pengawasan

e =5
| pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan kevangan melalui audit, reviu,
2 |evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
|

pengewasan lainnya

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu

3 atas penugasan dari kepala daerah

4 |penyusunan laporan hasil pengawasan
E i J{pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
o

h =pala daerah terkait dengan tugas dan

; fungsinya

Implementasi tatakelola

pemerintahan yang bersih,

kapasitas fiskal yang

berbasis digital

Sumber: Diolah Penulis, 2025
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|meningkat dan pelayanan

:'publik yang inovatif

|Meningkatkan kualitas kebijakan teknis pengawasan untuk
|memperkuat sistermn pengendalian intern pemerintah dan

efektivitas fasilitasi pengawasan

Memperkuat peiaksanaan pengawasan internal yang akuntabel
dan transparan untuk mendukung pencapaian kinerja melalui

pénguatan kapabilitas APIP

Memperkuai pengawasan tujuan tertentu atas laporan

masyarakat, isu khusus, dan penugasan dar kepala daerah

iMeningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaporan hasil

pengawasan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata keiola administrasi

internal

S
(= Sy 4 i

=

Optimalisasi pelaksanaan tugas dari kepala daerah
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3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunarn adalah prioritas pembangunan
tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke
depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan
sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan
daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat cdaerah.
Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam

periode lima tahun mendatang:
Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Tuban

| " . J . . e . .
ahap I i . TahaplIl - , Tahap i~ +TahaplV , TahapV
* (2026) {2027 ' *:.(2028) - . (2029) - (2030)

(1) () B 4) (5)

P 3 :
en?rusunan Implementasi bl atan henguatan ‘Konsolidasi
kebijakan p implementasi |koordinasi
d » sistem _ _ |budaya
. an p.e oman hEnpeahltn sistem dan evaluasi birokrasi
integritas, L pengendalian  |hasil
mtern . yang r
peme.rdtaan el intern dan pénerapan akuntabel |
pelatihan badissiumih penguatan sistem | - '|
dasir  |perangkar  * pengawasan Pengendahan SErdamnnl: -
antikoripsi, daerab dan dalam intern hepsl
dan : A meningkatkan |terhadap
) peningkatan ] T pelayanan
penmgkailli:.an s .transparanm hasil kinerja subl |
akuntabilitas APIP |pelayanan dan ST
kinerja |publik akuntabilitas
! i | kinerja

Sumber: Diolah pe;tu lis, 2025

=
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=
=
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan. dan subkegiatan merupakan elemen kunci
dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab
11 (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan,
dan subkegiatan Inspektorai Kabupaten Tuban disusun dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta lungsi yang
dimiliki oleh Inspektorat. Perumusan nomenklatur program, kegiatan
dan subkegiatan di dalam dokumen Rencana Stralegns (Renstia)
Inspektorat Kabupaten Tuban mengacu dan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannva.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan prograni,
kegi-.an, dan subkegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban,
yaLg merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses
perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program
yang sesuai dengan tugas, [ungsi, serta priorilas pcmbangunan
daerah, serta untuk mcmastikan pencapaian outcome dan output yang
diharapkan.
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Tabel 4. 1 Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Kabupaten Tuban

.- NSPK dan® : : : e ;
o . P 3 ; . o , . Y . Program/ Kegiatan/
Sasaran RPJMD e Sasaran Outcome Indikator ?
. " Subkegiatan
yang Relevan :
(1) ) (3) ) (5) @& (7) | ®
Terwvujudnya i : Nilai Komponen Evaluasi
Birokrasi yang Akuntabilitas Internal
CEse 2D - IR (R S SRUR WO (S S dalam SAKIP Dacrah _
Meningkatnya kuslitas
pengendalian, .
- pengawasan dan evaluasi Nilai Maturitas SPIP
penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Persentase Nilai SA1KIP

OPD dengan Kategori

Minimal A

Meningkatnya | .
iPersemase rekomendasi |

penyelenggaraan Program
"temuan hasil

Pengawasan Penyelenggaraan

I !pengawasan APIP yang |
Pemerintah’ . Pengawasan

Daerah

di Tindak Lanjuti (%)

VBT




NSPK dan
ga_saran R_.PJMD

yang Relevan

Tujuan
L

e 17 L=

Tindaklanjut
Rekomendasi BPK Tahun

Program/ Kegiatan/

Sui:keg_ia:tan

pemerintah daerah

Anggaran N-1
Terselenggaranya |Prosentase Penyelenggaraan
: pengawasari Penyelenggaraan Pengawasan Internal
I -
' internal Pengawasan Internal

Pengawasan Kinerja

Pemerintah Daerah

Pengawasan
Keuangan
Pemerintah Daerah

Reviu Laporan

| Kinerja

Reviu Laporan

Keuangan




NSPK dan.
Sasaran RPJMD
(Y

. yang Relevan

Tujuan
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Program/ Kegiatan'l
-9 Subkegiatan

Pengawasan Desa

Ket.

>

Kerja Sama

Pengawasan Internal *

Monitoring dan
Evaluasi Tindaklanjut
Hasil Pemeriksaan )

EBPK dan APIP

Terselenggaranya
pengawasan
cengan fujuan

tertentu i

Persentase Lap
Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan

Tujuan Tertentu

Peayelenggaraan
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

Penanganan
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Pengawasan

bengan Tujuan

Tertentu




. NSPK dan

Sasaran RPJMD

yang Relevan
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Ou-tcome
Meninglatnya
kualitas
pendampingan
dan asistensi
melalut
peninghkatan
kapabili_t_as APIP

Kapabilitas APIP

Program/ Kégiatan/

Subkegjatan

Program Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan dan

Asgistersi

~

Tersusunnya
kebijekan teknis
di bidang
penigawasan dan
|fasilitasi

pengawasan

Prosentase Dok
Perumusan Kebijekan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasan

Perumusan
Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan
dan. Fasilitasi

Pengawasan

Ket.

-k

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang

Pengawasan

Perumusan Kebijakaﬁ
Teknis di Bidang

Fasilitasi Pengawasan
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NSPK dan . A A

y Program/ Kegiatan/

RPJMD Indikator Ket.
i - : o . Subkegiatdn

Ld

yang Relevan _- ) ; - i ;- Tl e - R ] ; : £ . 3 =
; Terselenggaranya |Prosentase laporan Pendampingan dan
| pendampingan Pendampingan dan Asistensi
dan asistensi Asistensi yang
diterbitkan

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan

¥ Daerah "

Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi, |
dan Penilaian

Reformasi Birokrasi

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluas; seria

| | Verifikasi

Pencegahan dan |

|
% Pemberantasan |
|

& Byaiin T Kowpsi_ | |
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NSPK dan : : . . J

RPJMD Program/ Kegiatan/
Ss.lsaran W L z : ; - : Subkegiatan
yang Relevan . G5 g e o 1 AT i . =4 .l i e s & ek 2

Pendampingan,
C Asistensi dan
Verifikasi
Penegakan
Integritas

Program

Penunjang Urusan
MNilal Evaluasi AKIP
. Pemerintehan -

Peranglkat Daerah ?

Daerah

Kabupaten/ Kota |

Ve 7
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Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnyi
menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, subkegiatan, indikator
kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap
elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditentuk-.n sebebimnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur
dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut
ini menjelaskan rencana program, Kkegiatan, subkegiatan, seria
pendanaannya:

T 617 |

¥ L T
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Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektcrat Kabupaten Tuban

-~ - .= .
. i - + = = 2% .
Yarget Dan Pagu Indikatlf Tehun 20252030 - Target ::l:t‘" Pericde :
Bidang Urusan/ Tujuan/ » g KET
Sasaraan/ Program/ 2027
Outcome / JKeogiatan/ Sub
Kegiatan/ Output #
Target Qagu
n 10)
UNSUR FENDAWASAN -
URUSAN FEMFERINTAHAN
s — . »
INSPEXTORAT DAER~H
— P Y ) () et W S S = =) i) 0 _ . i ]
Nind ol
Komponen Kempanen
Tujuan. Terwujudnya Eveluasi Evaluasi an .
Birokrani yang Akuntabel Akuntabilives Akuntabilitas 5 3 23
Internal dalam Intemnal dalam
SAKIP Dasreh $aKIP Degrah
i |
|
f
Sasaran deningias -a S:f' . |
Kualias Pengendal:an, Nilad ilaian g . y . | |
Pengm\'asansdean Eva'uasi | Mot SF1 Nile Maturitas SPIP 3.26 332 33 344 a5 3,56 32 I
Penvelenggaraan dari BPKP | I
Pemerintaiian Dacrahn 1 | :
s | Jumlah OPD - S — — - o
| FHENE |
Mendapat
| Persentase Nilai SAKIF | |
! Nilai SAKIP dengan ! |
{ OFD dengan £ Kategori 619 | 66,67 73,8 HO,05 58,09 35,24 | !
! Naicgur Minimal A / | | |
Minimal A Jumlah | |
| | Seluruh OPD X i
100% l | ; _
i e A —=5 - o I ATy S s r : | ;
| PROGRAM | 1 b |
| PERYELENGGARAAN 2.026.903.392 2, BE3. O, O - 907.258.984 2.548.385.602 3.014 993632 H 3085 946.834 16.856.485.749
PENCATASAR e = = . b ey = ] !




Outcome/ Kegiatan/ Sub
Eeglatan/ Cutput

{1

Outcome Meningkatnva
Penseenggaraarn Pengawasan
Pemenntsh Daerah

Persentase
Rekomendasi
Temuan Hasi'
Pengawaaan
APIF yang
Ditindaklanjuti

Jumlah
Rekomcadas
Temuan Has:l
Pengav asar
APIP yang
Ditindaklanjud
/ Jumiah
Seluruh
Rekomendas:
Temuar: Hasil
Pengawesan
APIP X 100%.

Sl e

Target Dup Pagn Indikatif Tahun 2025 2030

2028

; . Tirger, Pagn

(12}

{11)

100 HEE 100

Target

{14)

2029

Pagy

(15)

Target Akhir Feriode

Restra

Tindaktarnjut
Rekemendasi
BPK Tahun
Angearan N-1

Jumle®
Rekomencas:
BPK Takun
Anggaran N-1

Yang
Ditindalklanjus
/ Jumlah
Seluruh
Rekomendes:
Tahun
Anggaran N-1
X t00%

100

Eeglatan :
Penyelenggaruan
pengawasan Inie-nal

Cutput Kegiatarn :
Teriaksananya
Penyvelenggaraan
pengawasan Internal

Prosentase
Penyelenggaraa
n Pengawasan
Internal

Preseniase
LHP
Pengasuasan
Internal,
Kinerja dan
Keuangan

yang
diterbitian
Jumlah Target
LHFP
Pengawasan
Internal,
Kinerja dan
Keuangan
Setaihwun di kali
1002

(L4}

1.658.026 5

10 2162 000,000 100 3138382045 100

50795087

3327 0h9 950

16711 101 304
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Tagget Akhir Periode .

Target Dan Pagl Indikatif Tabhun 2025-2030 R
estra

Bidang Urusan/ Tujuan/
Sisstan/ Program/ Indikator Z2027
Outcome/ Kegiatan/ Sub Outcome * <

Keglatan/ Output "
Pagu Target Pagii Targel, e TAER 7. Target

( _ : : 13 4) ns) {16)

Jumlah
Jumlah s Laporan Haxil . s
Bub Keglatan : ; Pengawasan
b pengrwasan e
Fengawazan Riners kinene 8 5 5 5 337,020 9500|
Pemsrintah Duersh Pemerintih Pemerintah 2022 104 500
Dacrat Daerah yang
diterbithan
Output Sub Kegiatan | i
Terlaksanaive |
Pengawasan Kinerja & 2 |
Pemerinwah Deerah | |
T Jumlah . 3 T — 4
Bub Kegiatan : Juran ) Laporan He sil r -| |
Pargawasan Keuangan Laporan Hasil Pengawasan |
Pemorintah Dacrah Pengawasan Laporan | Keuan . 40 " - =
Keu, po EH.I'I 1] Pt R UTRE 41 B Do O 0 & 5O 000 GO ) SO0 S, Gas =D 505 S0 G5H 40 553 395 OO
Pemerintah Pemerintah s 3,949 000 09
D Daerah yang I
dnerbitkan
Cra'put Sub Kegiatan 2 o e — | | -
Terlakmananye
Pengawaean Keuangan
Pemenntah Daereh ]
= Jumish T 1
Laporan Hasil —I
Jumlah Reviu Laporan
Sub Keglatan : Reviu Laporan Hasil Kinetja o
Lapoian Kinesja Reviu Leporan Lapomy Seluruh i 218074000 57 219.000000) 57 21B37T3 00 57 218.375 00 57 218 37+ s ) 218 374 (WK e
Kinerja Peranghat 1.311.870,000
Dacrah yang
b S ; Diterbitkan |
Output Sub Kegiatan 1 < e — e .
Terlaksanenya Reviu
Laporan Kinerja | | |
= ST e 1T lJomah — - - ——
Laporan Hasil
Jumlah Reviu Lanoran l ¥
Kevangan i i
Sub Keglatan _ Reviu waporan Haell ) ;
Reviu Laporan Lapc an | Seluruh & 200000000 2 200,001 2 200 0 o 50
Laporan Keunngan Keuanga]:’ Perangkat : R | : b 1 ) : | 200 oo Z 2000, DD 1 200 (. 000
Daerah yung |
i duerbitkan ] |
Output Sub Kegiatan e —— C — P - M- - ] . —— S ]
Terlaksananya Reviu . !
Laporan Keuangan
a i | |
| i
i g —— N | B | i |

3(-?’_. _ 7

e




Bidang Urusan/ Tujuan/
Samaranf Program/
Outcome/ Kegiatan/ Sub

Keglatan/ Out.put
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Tirget Dan Fagu Indlkatif Tabhun 2025- 7030

2027

2028
Target . Pagu.

{12} 13}

647 639 THH

Target Alhir Periode

Output Sub Keglatan :
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Tindak Laniai
Hasii Pemeriksaan BPK Ri
dan Tindak Lanjut Basil
Pemcnlksann APIP

PE 7T

Restra
2029
e TRIge Pagu o
(14) {15) 19) 120)
1 -~
Bub Keglatan : it e ] r;:;lﬁ‘m
Pengawazan Dess yarg Laporan .
Mendapatkan ditentukan
Fengawnsan apakah * i
:etlzr:};gje}:a. 20 357 2RO K0S| 20 S60.000.000 20 606513 66l 20 20 714245114 20 795,201 021 3980 879 630
deaa tertentu
dengan tingkat
resiko aud S
tertingg
selama periode
rensires L ety _ — e S| e | i ri M ot it 2
Cuilpat Sub Kegiatan
Terlakscnanya
Pengawesan Desa -
.
i Gl Tertas sapnyn == = 1
. Kerja Sama
Rub Keglatan : Kerfa vuralah Pengawasan = J |
Sume Pengawasar Resepaiat@n | Kescpekalan | yniernal [BPKP, 2 110578 (g 2 2 | 78,00 : Tad 2 110,578, 002 663 390,
Internal ReERMEEa] Inapekioral
Intemal yang Daerah lain,
Terbentuh APIT.
e | Kabupaten] - E o . - . .
Cutput Suh Kegiatan :
Terlaksananys Kerja Suma
Pengawasan [nternal
“[Jumleh =y Jumlah N ]
Dokurmen Haif| Dokumen Hasil i
Monitgring dan Monitoring dan II
Evaluasi FEvaluasi I I !
Sub Keglatan : Monitoring | Tindak Lanjut Tindak Lanjus
dan Evaluas! Tindak Lanjut| Hasil Hasil |
Hapil Pemeriksasn BPK RI | Pemerikesaen 1
dat Tindek Lanjut Hasil | BPK Rl dan Pokimen ﬁ'ﬂcﬁx“ﬁ" * lasrra.aenl, 4 135.000.000 4 1 1347730000 4 134,773 000 BOR 865 00D
Pomerksasn AFIP Tindak Lanjut Tindak Fanjut : I .
Hasll Ham! | |
Pemeriksaan Pemneriksaan i |
APIF AP ] !
HAT L e, = o —_—
|
|
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Target Dan Pagu Indikatif Tahun 20252030 [LeraUaRRgReriod e

Bidang Uresan/ Tojuxn/ ; Restra ~KET
Sasaran/ Program/ 2027 . 2038

Outcomt/ Eegiatun/ Sub
_ Keglatan/ Oiput

- 3 . = Pagu - Targel Bagu

-

Jumlah LHP
Kerugian dan .
Proseritase .
Laporan :n;;uaaai B
Keglatan : Penyelenggaraan :en'__;:‘];lm - a;m-b|mIJu
P & Tujuan prasTs -
o 1422/ Dengan % I"‘Hh‘;K':“r'}"t 100 368.876.889) 100 700.000.000( 100 699.999,920 (0 699.999.920 100 699.995.9200 l¢o 699,999 920 3.86B.876.569
Fjokn dan Inve?.nﬁgam'
Tecteniu K Setahun di kali »
1000
Output Kegiatan 3 . 2
Terlaksananya
Fenyelengeamman Pengawasan ]
cdengan Tujuan Tertentu |
S Jumlsh % -_I = e B
Jumilsh Laporan -
Sub Kegistan : Penanganan Ilfﬂ‘-'d | = Penyelesaian L
Pooyelesalan Kerglur TG Ml laporan | Kerugian 4 0 06K O . a A x . W0 [ F "o 0 010 0 K
Negars/Daerah Kerugmn ’ = Negara/Duerah 2 | ’ . ) 1| 2040 000 0008 200.00:1 000, + - 2001, 600 O
Negara Daerih ) |
i g sang | |
vang Disngani diterbi 4
Cutput Sub Kegiatan ; !
Tertangaiunya Penyelesaian |
Kerugian Negara/Daereh | |
S Jumlah =1li= ' E
.L{:ml;h Jiasil Laperan Hasil |
Sub Hoglaten : Pengawasan Penpgawls;;‘ PanﬂWEﬂﬂr} 1
derigan Tujumn Tertentu De Tujuan laporan ’]?G:E'“: Tujunn 2 |GARTHREN 12 S I O 12 4§00 006G 020l 12 100 RGO 12 499 999 920 12 B G O 2 BhE BT 560
ngan ertcntu yang i
Jertenty diterbitkan : = : | i
. — I
Output Sub Keglatan : | |
Terlaksananya Pengawasan | | |
dengan Tuj.en Tertentu | |
1 |
—eeeeeee - . — — el ] | R 5 . | e | | . [
PROGPAM PERUMUSAN 1 e — 1 T —
KEBLJAKAY, !
PENDAMPINGAN DAN 2 367 462.150 6. 154.30u.000 | : £38 779 | 397001226+ 082 287,052 5218752, 192 25 BG3 499 957
ABISTENSI B ) X l ¥ |
= Nilai i | 1 !
Quteome. Meningkatnya Apf:m g m‘hms ! [
Kuiabias Pendazapingan dan | A 2 = £
Asintens! Melalui Peningkatan In;ﬁ““"“’“ i IPe‘nsnwasan 3.05 a1 3,15 | 13 1,35
i . ntern |
Kapabililns AFIP Pemerintah Pemerinuah I
e _|1aPiR _|denBrkp | K | -
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F Target Akhir Periode
. Target Dan Pagu Indikatif Tabhun 2025-2030 S F et
Bidang Urusan/ Tujuanf 2 .
Sasaranf Program/ 2027 2028
Outcome/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Output Target o= Pagu Targel
1 o (RR1] {124
e | Jumlah
2 Dokumen |
Kebiiakan
| p T Telc_n_ia dan |
Dolumen Fanililam
Perumusan Pengawagan
HKegilatan : Parumusan . | Kevijakan yang
Kebljakan Teknia di Bldang PR diterbitken e : AR R s ’ i g 5 oo o
Pangswasan dan Fesllitast gfclic:_:l;dl %, dibax target 100 10 115000 oD 10.115 0 100 10, 115000 10 1150000 100 | 10 113 00C; 100 10115000 &0.600 nu-:
Pengavasan ~ | Pengawasan dok'.l.:lmcn @ ) |
dan Fasilitas: R |
g, 1] FenEemsa: familitast . ;
pergawasar
setahun di kali
LO0%%
QOutput Kegatan : - - 4 . A
Terlakeananya Perumu:n & il
Keoijakan Teknis di Bidang 1 -
Pengawasen dan Fasilitast | |
Pegavasan | | | |
e - . | | | E e
Jumlah i Juralah ] | [ |
Rekomendasi rekomendasi |
Sub Keglatan : Perurnusan | Kebijjakan kebijakan | |
Kebijakan Teknls di Bidang| Teknis di : : teknis di i o i e i) ; ,
Pengswasan DBidang Retinmendasi bideng 2 4 920,000 F 482000 2 | 1.5572 } 4,920 [HHN 2 1 920 000 B 4.920.000)| 29 520 THHR
Pengawasan PengAwWAsAN I |
yang Disusun vang disusun | 1
= . AL |EEE ! l | o—.
| |
Output Sub Kegiatan : ‘ £ 1
Terlaksananya Perumusan |
Kebijakan Teknis di Bidang | |
Pengawasan |
1
=3 Jumlsh e B —|' — 1 ~ E 2k - e - - W T i
Rekomendasi Rekomendasi | | !
Bub Meglaian : Perumuasern g:g?:‘:‘? rllfe::g_ﬂk;-" | | | ! | |
Kebijakan Teknl: ai Bidang| _° eknis di | =y ety | | ST i .
p..:i’n..i Pengawasan Bidang Rekomendael | Bidang 2 1osnoad 3 | -4 o o | 5.195 2 51950000 ¥ 5195000 31170 000
Fasilnasi Fasilitasi | !
Pengaw_aaan Pengawasan | |
SR S T | ¥yang Disusun | vang Disusun - =z o | AT | e = ! e | = =2 = = = e
Qutp it Sub Kegiatan | .
Teriaksananys Perumusan l ! i
Kebijakan Teknis di Bidang ' i I N ]
Fasilitasi Pengawasan l I i
Hal ——— ] Mo SR | =5 | T

7 2 %G [ [




_ 56 -

Target Akhir Periode

5 Target Dan Pagu Indikatif Tabun 2025-2030 = Riiiia
Bhiang Urasan/ Tujoan/ + -
Sasaran/ Program/ s 2027 T 028 029
Outcome/ Regiatan/ Sub o
Keglatan/ Output [ : >
i Targetea Fagn ‘l_‘uget' Taget «  Pagi Target Rp
o, * - i g - N
11 : k [10} {11} {12) {13) {14) {15) - {18} 119
- L Jurnlah .
Laporan R
Pendampingn
- Prosenlase dan Asistensi -
Keglatan: Pendampingan ugﬁ:amn A yang ¥
1 n .
dan Asistensl el % i "u“"";;-_ﬂ‘ 106 | 2.557.347.150 | 100 6 144 165000 100 7309372679 100 7.3TRGLB6EH 100 7490973252 100 7,627 438,543 38 508 015.557
¥ANE Pendampingn =
diterbitkar: dan Asstens:
- ¥ang L4 3
ditargelican |
dalain 1 ahun !
” dikali 100: | I
= { - - — ! —
. | = T
. -
Output Kegiatan |
Terlaksananya Pemlam.ningan I
Jan Asistens! - | | i i
| |
- J‘u_l o | ey | E——— e —— — - — - = — =t
Perangkat Perangkat o . PR ; s E ) : : : = 7
Daereh yang Daerah yang a1z 2028011 251 42 i, = g : £, T80 O 2RO 32 3540, 362 BB 42 4961 637 653 42 5098 102793 25181,336 562
Bub Keglatan : . Dilakukan Dilakukan | |
Pandampingan dan Pendampingan Perangkat | Pendampingan |
Asalstensl Urusan dan Asistenai Daerah dan Asistensai
Pemarintshan Duernh Urusan Urusan
Pemerintahan TPemerintahan -
Daerah Daermh |
|
- - — 1 == | IR S——— - T e ———— ]
Output Sub Kegiatan ; 1
Terluksananya | !
Pendempingan dan Agistensi |
Urusan Pemerintahan [l
N Jumiah : Jurnlaf'.l_ | T T P . - - — —_— ] - T
Peranghnt Perangkat |
Daerah vang Daerah vang
Bub Keglatan : Ditakukan Dilakukan | |
Pendamplngan, Asistensi, Pendampi :gan, Pendampingan, | |
Voriflkasi, dan Penilijun Asistenst, Perangkat [ 4 iotensi, ! : 1 i |
Reformas! Birokruai Verifkasi dan Daerah Verifikasi dan 42 138 73 -1-~T = i PASE e i 1 < i IR TITAON 42 LR R e e 42 Q3R 730 4% a2 S38 T F A0 5146 697 495
Penilaian » Penilaian b [ i
Reformas. Reformasi
Birokrasi Birohrasi | 3 o 5 ! . - ] N P Y R PRSTE| |
Ourput Sub Kegiatan : M ] =
Terlaksananya
Pendampingan, Asislersi
Verifikasi, dan Penilaian i i |
Reformasi Birokras: J ]
a = = gk =1 S| T == LIRS L L — 1Y [T | 1 = =TT = i i Bl
14 |2.. |3&: 14 6./
-
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=

-
==
\tw

Targel Dan Paga Indikatif Tahun 2025-2030 Target Akhir Periode
Restra
Bigang"Urusan/ Tujuan/ HET
Sazaran/ Program/
Outcome/ Kegiatan/ Sdb
Hiyiatan/ Output e
B Target e Pagu. Target _Pagu Target Target .Pagu Rp
. .
1 ) el {10} 113) 4 116) + (17 119]
» | Jumleh Jummniah i
b Kagiatan Kegiatan L
Koordinasi. Koordinasi,
Sub KHeglatnn : Koordinasi, | Monitoring dan Monitoring dan
"Aenitoring dan Evaluasi Evaluasi serta Evaluasl seria -
serta Veriflknsl Pancegahan| Verifikasi kegiatan Verifikam a” 192 $20.300 L] 951.000.000 a O G ) A Ty 4 992920 300; ] G992 920.300) 4 492,920,300 5,115,601 500
dan Pemberantasan Korupsi] Pencegahan Pencegahan
= dan den =
Pemberantasan Pembergntasar
Korupsi Karupsi s Ry
Output Sub Kegiatan & | == = I — e ——— 1= —— 2 )
Terlaksananxa Keordinasi. |
Monitoring dan Evaluasi
nerty Venfiasi Pencegahan | ]
dan Pembersntasan Kenpm i
— — —] e — L] Ben ot | b
Jutilah Jumlah 1 .
Peranghkat Permngkat -
Daerah yang Dasrah yang |
Sub Keglatan : Dilakukan Dilakuian | | |
Pendampingan, Asistens! Pendampingen, | Pe-arebs SemciTroimEEs. | | i =i f i :
dan Veriflkasi Penegakan | Ansintenai dan Dacrah I,\mu:hns.: dan # Rl ; o S i e i oo BATGTO.000 A 59T.676.0004 e 30000
Integritas Verliikani | Verifkasi | | [
Penegakan | Penegakan | |
integritas Integritay | |
CQutput Sub Kegiatan : = | [ T T —_— —
Terlaksananya 1
Pendampingan, Asistensi |
dan Verifikasi Penegakan | |
Integritas
75T " |indeks Nilai Indels T R == x == = =S} =
. Kenuas.n Kepuasan |
Sasaran: Meningkatnya Masyarakat Mazvarakat ! |
Kepuasan Musvarakat AKM) Angka [TKM) ey | | a0 a9 91,39 a1 .89 9239
Terhadap Layanan Perangkat Perangkat i
Daerah Daerah
PROGRAM PEIUNJARG |
URUSAN PEMERINTAHAN
DAEKAH | | Jd L 21.25].365.356 21.552.011 340 22,037 8BU 775 127 246 335 750
KABUFATEN/KOTA . i | | !
| Nite Evaluani Hasi 1 =1 1 +— ] S O R ] =
Oitcome Meningkatnya * AKIP y Penilaian AKIP I i | i
Akuntabilizas Kinerja " Ty dari 84,05 843,55 1 85,55 B Bf 55 B
Perangkat Dacrah Peranghat In |
Daerah spehioral |
Daerah | Il | J ] I




Bldang Urusan{ Tujuan/
Sasaran/ Program/
Outecome/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Qutput

*(1)

Indikator
Outcome

Formulasi

Baseline
Tahun
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Target Dan Pagu Indikatil Tahun 20252030

2027 2028 2030

> * Target,’

Turget Target _

as

Fagu

(34 - (16} 17) 118)

Ry

119]

) J
(20

Jumlah

Doloumen [
Heglatan : Perencanuan, Perencanaan, g lah - g . h
Pengangguran, dan Evalussil penganggamn, e ‘-“: 3 o BHEG G TS 2000 000 9 (7 A9 DO G 307 FEGE. D0 5 T aRD.000 q 207 BRG 00 1143 645 000!
Kinerjs Perangkest Dasrah |dan Evaluasi men [ Dokumen

tersusun =

Cntput Kegiatan : =
Terlaksananva Perencanian
Penganggaran, dan Fvaluasi .
Kinerja Perangkat Daerah 15 2

Jumlah | =1 = - —_— — Skt .| :
S i | |
Perungkat Daszrah ';;Pﬁrzﬂngkm KAEmEn ‘é::u‘ar:"m Z $3.939 (K g 35200000 : s 2 %2939 000 2 it 1-,-_|:-_.-_* 2 93.939,000 499 595 (0

L Daerah * &

iy — — — —3 - — =i PR — k-
Output Sub Kegiatan ol @
Tersusunnya Doloumen | |
Perencenanr Peserph=t | | 1
Dacran I | ;

Jumlah [ = T i | e | g ! e : =5 fat -|'

Laporan |

Capaian |

Kinerja dan |

fkhtisar |

Realisasgi ! 1
3ub Keglatan : Koordinasl | Kinerj» SKPD f 24 G40.000 0 | 0 i 4] § 0 o ] { 24 940 DO
dan Psnyusunan Laporan dan Laporan | I‘i
Capainn Kinerja dar Hasil Laporan _' |
1khtisar Resilsmsl Kiperjn | Knordinasi R |
SHPD Penyusunan I |:

Laporan |

Capaian ! 1 |

Kinerna dan 1 i | | 1

lchtisar | | 1 |

Realisasi ! |

- Kinerja SKPD 1 |

Output Sulb Kegiatan : | 1 I | r = = ! 1
Terlaksanunya Koordinasi 1 ! H ! |
dan [¢nyusunan Laporan i 1 ¥ \
Capaian Kinerja dan !khtisar 1 | I g
Realirasi Kinerja SKPD j | |




Bidang Urnsan/ Tujuan/
Sasaran/ Program/

Outicome/ Eegiatan/ Sub
Keglatan/ Outpat
v *
f1]

Indikntor
Cutcome
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Tasget Dan Fagu Indikatlf Tahun 3025-2030

{14}

Target Akhir Perlode
Restra

Targel

s

8ub Koglatan : Evaluasl Jumiah &
Kinerja Perangkat Duerah l;:]’m JuTlah
A JTlar - .
Kinerja Lapoiar 11 poran 2 ge.aeony v 75.000.000 7 113750000 7 13750000 7 narsoosy 7 113750 000 618,810,000
Perangkat e
Dacrah
Qutput Sub Reglatan :
Terlaksananya Evaluasi e i
Kinerja Perangkat Daerah .
i Jurilah jeais ] T | [FE | e Y —
Keglatan : Admlajctrasi Laporan Jumlan 1|
Keunngen Porangkat Keuangan dan Jetiin o 9 11125535807 9 10415189.0100 9 1159622338 9 11,506,523 361 ¢ i : < 3
Duersh  ° Pemerikeaan Laparan = A R e 4 11.596.223.381) 11,596 223 381 67926028341
yang [crsusun L
.
|
_ o S— s | o
Onitput hegatan
Terlaksananys
Keueng Tamgh |
Jumlah Orang ) = = = B n —1— — - —— - a— il
yang 2 =
Sub Koglatan : Penyediaan | mepnenma Gap r Jimian Crang 57 10477 530 807) &7 10:101 989 010, &3 11372 808.3B1| &7 11.372.808.381 &7 11.372 HOB 381 57 11.372 RO8 381 665700753 34
Gaji den Tunjangan ASH dar tunjangan
e =S 4 S - |
| 1
Output Sub Kegiatan !
Tersedianva Gaj! dan | |
Tunjangan ASN ] 1 i
EESRSS | P R S —SETeany. SR T s = O
| ] |
i |
Bub Kegiaten : Penyedinen | : .
Adminlstr ‘5! Pelskaaaman 1 i i E
Tuges ABN | 12 144 415 000 2 EL R 12 148 415 e 12 144 415,0¢) 12 144 4150000 12 148 415 00y A 2TE [

Cutput Sub Kegiatan :
Tersedianva Administrasi
Petaksanaan Tugas ASN
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Targel Dan Pagu Indikatif Tahua 2025-2030 EAFEES '“‘"“ ‘i Beriode
Bidang Urasan/ Tujuan/ S - o Baseline - -
Sasaran/ Program/ Indikator ke Formiaal MR 2028
Qutcome/ Keghtan/! BSub Cutcome 2024 5
Kegiatan/ Output o " e
i . - ‘ ge\- Target +" Pago
& . : »
* {11} (12} {13) 120)
' ;
Bub Kegiatan 1 Koordinasl Triwuianan/
dan Penyusunsn Laporan Sm
Kouangsn Bulanan/ La -
poran J
:‘,}':‘:‘m" Bemesteran | cordiiasi Laperan ;‘;22; ra 23 rso00c00 22 75000 000 23 75000 00y 23 75000 00 23 75.000 ool 275 000 00D
» Denvusunan - . |
Laporan
Keuangan 1 |
Buleman/Thw 2 |
ulanan/ | |
Semesteran
SKPD . 3
.
- - — i S — = S !
I 1
| I '
| 1
Lapcran Keugngar § | ‘
Bulkanan fTriwtlanan/ 1 |
Semesteran SKFL | -
- " E——_ - S——— 1
i
Keglatan : Administraai Jumiah jenis S | | |
m:ﬂﬂ_hn Perangkat T pecrn \LF‘:?::;“JEHIB ' 1.351.124.000 2 aaso.000000) 6.562.054.857| 2 6.8G2.680.841 2 7.349.550.27 2 7.941,319.08 33.416.729 oecll
Daerah Kepe zawnian Kepegawaian |
| |
= L — - — ] - —'[———— — ]
Dutput hegans | I
Te-laka & l
Kepege | H
Daers | ! . {
T — - e B ! |
| | I i |
Sub Keglatan : Pecgudann | - i | ! |
Pakaizn Dinas besers 1 H |
Atribut Eelangiopazzia ! Paket Jumlah Paket 1 o624 OIK 0 &) n =0 { ] o ¢} ] | L LY |
|r FTLE SR [ f :
|
— ] | § ) - &l FELS L eS| L=
I ! | :
Cutput Sub Kegz == ! |
Tersedianya Pram.an Dinas | |
besera ATibul Reicthapat | i
. . ! :
el S SR Y SR e =l ) LU i} Sl
1 / _2(.} 3 é | 4/‘ ' QI 6 /
i |
1 -~
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Target Dan Pagu Indikatlf Tahun 2025-2030 Target Akbir Perlode
Bidang Urukan/ Tujuan/ Restra
Sasaran/ Prdgram/ 2027
Outcome,/ Kegiatan/! Sub "
Kegiatan/ Output -
= . - e Targét _.Pa;u Target
= -
1 (10} 111] (18
Bub Keglatan | Pendidlkan | ponoms 1 5 7
dan Pelatihan Pegawal Tigas dar
Berdasarkan Tugans dan Fungsi yang N Gmieh
Fungal Mengikuti Crang Pegawai 517 1.321.500000| 57 *~ 3300000000, 57 6 532 430 B57| 57 6.833.056 841 57 73992620 57 7911695 087 33.218. 609 (40
Pendidikan
dan Peladhan -
Cuiput Sub Regamn = e = e = —
Terlaksana.ya Pendidikan | |
dan Pelatihan Pegawai - .
Berdasarkan Tugas don
Fungst |
Bub Kegiatan : Pendataan | [aku |
dan Pangolashan Pendataan Jumiah ‘ l
Administras]l Kepegawulan -:r':l: . Dokumen | Dokumen n/a 57 50000 0001 57 #0629 000 57 20624 000 57 29.624 0y 57 29 624 (K 168 490 (MY
| Kateganman | i ]
Output Sub Kegiazan | O = —_—
Teclaksanarya Ferdztzan |
“an Pergolahan .—\"._-nhilu-nsq
MEDESAWRIAN I | i
ah jenls Jumlah jenis — 1 ————— i T
Kegintan : Admlais’ ras La layanan | |
Umum Pemungkat Deersh i T Jenis Pengadaan 1 658 329 701 H 627 500 000 4 3420, T 4 658 326 7010 i H5R 220G 705 q GEE 30,7 l-.| 3919 14k 5! 1-I
Arminisiras)
T Umum |
Cuiput h~pawan - i T | ! — — - — | — 1
Teriansananva Administasi |
Urmum CefRngxat asrah I
— — - - —_— 1 —_— - — - NE—— —— | |
Jenis Paket (D g = - T 1 — — e T B - —
| Komponen | | | | |
| WLihiaihsl i .
| Scb Kegiatar : Penvedlaan || o i/ Penera | | |
Korponen Imstalesl il | ! |
Lstrik ‘'Fenetanger Fozaerran | | H —
| Bangunan Kantor | Kantor vang Palkc t Jumilah Pakr g 26710800 © n q o g o | ! ‘ b ek
! Disediakan | i 1 T
dalam waktu 8 l !
o setahun pE_ = | | |
eI — e} !

|




@0

Target Dan Pagu Indikatifl Tahup 2025-2030 Target Akhir Periode
Bldang Urnsan/ Tojuan/ Restra
Sasarmn/ Prograoty 2028
Qutcome/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan/ Quiput
. - : Target
n ny 12)
Jumlah Paket .
Hub Kegiatan : Peralatan dan Paket Jumlzh Paknt 2 ~ 77 496 400 2 177500000 2 198.207.200 2 198.207 2004 2 198 207 200 2 198 207 200 1.147.825 200
Fenyediaan Peralatan Perlengkapan
dan Perlengkapan Kantor Kanlor yang
Disedinkan o
Output Sub Kegiatan I —] ——e | L
Tersedianyva Peralatan dan
Perlengkapan Kanior
L
- - —_— e — 1
Jumlah Pake: I
Bub Kegiatcn : Bahan |
Penyedisan Bahan Logistic Paket Jumiah Paket g4 i48 955,363 1 150 000, 00 1 148,555, 50 i 489555 1 . 5 . i TEarel
Logistik Kantor Kantor yang o gl : S 148.%55.503 ‘ 148 355,503 i 148955 503 893 777 515
Disediakan =
Crarput Sub Regiatan : i —]- - —_ T — T 1
Tersedianiva Bahar Logisck | | |
Ka—tor | |
= Jumlah Paket | B — !
Sub Kegiatar : Darang |
Penyediann Barang Cetakan dan Fukei  |Jumlah Pakel F 43857600 2 asopnon] 2 56217 00U 56247, KK ! 700 y el
Cetakal dan Penggandaan ' P! 6. 247 o 4 56 =57 b 56 247 000,00y 3173945 600
Pe..ggunduan yang
Dised-alan
Gutput Sub Kegietan : " | e L
Terc+dianya Barang
Cetakan dan Penggandaan |
o Jumlah ST =] = ) : B = T == SR e =
Sub Kegiztan : Dolumen
Penyedlaan Bahan Bahan
Sacaan dan Famiumn Bacaan dan Jumlah |
Pe.unasng-undangen Peraturan Dokumen Uert] i |
! Perundang- Dukume 240 12285400 O 6 0| 1 0 ( 12 249 400
| Undanpan
yang |
) disediakan
Gutput Sub Kegiatan : e T
Tersedlanya Bahan Bacaan
dan Meraturan Perundang- .
I unuangan
e (ST 1 o, Y T Lk R S .

% |

4/. .5'.

6.

S




Target Akhlr Peclode
Rextra

Target Dab Pago Indikatif Tahun 2025-2030

. Bidang Uruzan/ Tujman/ -
*Samaran/ Program/ Indikator 2027 2028
Owtcoms/ Kegiatan/ Sub Outcome

Kegiatan/ Cutput .
- . Targét - Pagu ™ Target,

[ ]
- ]
(£V] {10t : 118}

Jumish

Laporan -
Sub Kegintan : Penyelenggara A
Penyelenggarann Hapai an Rapat o p =i
m{;im’ e Kmrdmsi Laporan |Jumlsh 40 2549200000 40 255.000.000] 40 2549200000 40 254920 000 <0 459920000 4 254,930,000 | 326,600 000
SKPD dan laporan 5
Koneuhasi
SKPD -
Cutput S1b Kegiatan ©
Terlaksananya
Penvelenggaraar: Rapat I .
Koordinas! den Konsultas:
SKPD . L l l
|;{ngumn : Pengmdaan ~ [Jumlan Jenis = T
Barang Milik Dusrah Pengadaan - Junuah Jenis
Penunjang Uruean Barang Milik enis | Pengadaan ] 2.348.099681| 2 146740500 2 ERETRVE ST | I FEEYL T H 2036 055683 ¢ 3.0 ;
Pumerintah Daerah Daszrah Barang Milik L . ¥ . LG < U5% 681 4 + 38 095681 iR.690.248 305
aerah =
Ourput Kegiatan : - "|" | - — ! - —1- ! = o o
Terlaksananya Pengadaan 1 I
Barang Milikk Daerah
Penuniang Urusan |
Femerintah Daerah ; |
Juntiah Unit 1 ] = = i
Kendaraan
Bub Heglatan : P L Ul X & n =
Kendaroan Dines | Dines o JumlabUafe o iRy U b . | ® 753.381 060
Oparasional atai Lapangen Opetusional |
atau
Lapangan
yang
L N n Disediakan |
QOulput Sub Kegiatan : —= = T o —"I - = —r— ——t — |
Tersedianya Kenciaraan Dinas ! .
Operasionul atau Lapangan
| |
S, R« S | _ ) .
Bub Keglatan : Pengadean ':;:E:]‘tlamct ‘ |
. Poleps Nerrtinb Palor 5 rl T i TE W 14 1 &
pabyl Disediakan ' v ) e (R i T e e ' 3 s i I 867 956,955 8 207.844 241
|
e S| T, g = o S el 1 i 1 = e 2
Output Sub Keglatan |
Tarsedianva Mebel .

1/;




-,

Target Dan Pagu tndfkatif Tahun 2025 2030

. Target Akhir Periode

Bidang Urexan/ Tujmn/ . Restra
Sasaran/ Program/ 2027 2028,
Outcome/ Kegiatén/ Snb
Kt‘htanl Cutput . @
3 i = Pagu Target SPEY
(12}
Bub Keglntan : Pengadaan ‘;::J:];Egnn o 2
Perslatan dan Mesin N b GLY Umt Jumlah Uniz 22 053 457 106 5 R ] e 3
Teisya Mesin = 54 Do OOy 5 2180 142 Tih S 2180122 726| 5) 2 1B0 142 T2H) 5 2 180 142 726 9 725.023 000
Lainrya yang .
Disediakar
Output Sub Kegiatan
Tersedianya Peralawan dan 5 -
Mesin Lainnya
Jumilah Jenis Jumlan Jenus | |
Kegiatan : Pcoyedlasn Jasa - ) )
Penunjang Urusan ‘I;:rdﬂnn Sr;gudaan 2 626.591.500| 2 330.550.000 2 626.591.500| 2 626.591.500) - v26.591.500| e F26.521.500 N AR AT B
Pemarintahan Dasrnh Penunjarg Jenis Penunjang
- — = 4 — —— - = — —f— e
Output Kegiatar : o —] s
Terlaltsenanye Penyediaen | | |
Jasa Penumang Urusan 1 i | [
Pemerintahan Dasrah |
| : | I
— = - = | 1 | |
Jumlah I S
Laporafn
Sub Keglatan : Fanysdlann st
Pem, ediaan Jumlah |
J Surat M Tt vah 1 BT S F
B onry Jasa Surat Laparat | | aporan . [ ' L ' B o 35 672 500
Menyurat | i |
- = £ N ! b ]
Dutput Sub Kegiatan : — —’ | = 1P .
Yerlaksananys Penyediaan i !
Jasa Surat Menyura® | | |
Jumlah == = = - = — ; i e
Laporan
Penyediaan \
Bub Kegiatan : Penyediann |.Jasa | |
Jasa Kemunikasi, Baumber | Komunikasi, Laporan | Jumlah . | - . ) '|
Days Alr dan Listrik Sumber Dava Laporan ¥ FRRON = A & 1 - 2580000000 12 258 000 000 1,494,000 D00
Air dan Listrik i I i
yang I
Disediakan 1 |
1
|

Cutput Sub Kegiatan !
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Dava An
dan Listrik

Ak IvARE R4




e

. Targel Dan Pagu ladikatifl Tahun 20252030 Target Akhir Periode
Bidang Urusan/ Tujuan/ . Restra.
Sasaran/ Program/ Indikator 2027 - 2028 2030
Outcome/ Kegintan/ Sub Outcome 4
Kefiatan/ Output ~ H A
7 Target . Pagu == Target Pagu Target gigu Target
1) 19 ni 112) 1 {17)
Jumilah
Laporan 7
Penyediann
: P " 3
gu.b !(;g!.lt-tn d::yedll-n i e tan e ik
p-: erala . o g PO Laporan 3 1.261.000 a 1 o] 0 Lt Q a o] r 1,261 OO0
arlengkapan Keator Perlenighapan .
Kantor yang
1 Disediale1ty
Dutpui Sub Kegiawan :
Tersedianya JJasa Peralatan =
dan Perlengkapan Kantor * ~
Jiumlah ! = x ! -
Lap.-an
Sub Kegietan : Penyedisan | Penyediaan o
Jasa Pelayanan Umum Jasa LeoraR Jumlah . - =
Kantor Peli- art.n 1225 Laporan 12 330658000 12 130350.0001 12 365 501 3000 12 368391500 12 363,591 500 12 358,591 5300 1.935.374 001
Umum Kantor 1 - d
yang | 1
Disadiakan I !
Output Sub Kegiatan : R B = = i . —
Tersediaaya Jasa Pelayanan ] | |
Umum Kanter ' |
| .
Keglatan : Pemeliharaan  |Jumlan Jenis Junilah Jenis i - ! -t — = |
Barang Milik Daerah Pemeliharaan Pemeliharaan
Penunjang Urusan Bareng Milik o Barang Milik 5 Aae i oloTe -
Pomerintahan Daersh Daerah = Daernh 428.550. 1,049.088.574 1.423.550.519i 1.428.550.519 1.428.560.519 1.428.550.519 13191 B42 164
Queput Kegialan - ) N . - g T TR B
Terlakssnanya Pemeliharaan |
Barang Milik Daecrah |
Fenunjang Urusan |
Pemerintahan Daerah : |
| 3
Juralah Jumlah == | i -
Sub Kc/latan : Penyediean Kt_:ndaraan H?ndarﬂn.n I J, 1
Jasa Pemellharaan, Blaya Dinas . Dinas 1 ! 1
Pemellharaan, dan Pajak | OPerasional Gperasional | l ] | |
Kendarsan Perorangan i:“" atau Lapangan ] I
Dinse atau Kendersan Pangai Ui yANgs 0 210 230 9ia 30 | 255G 30 210 g 2105 210 : : 5
Dinas Jabatan IMETIER Dipelihara dan 1 i 210239989 30 211 23¢ 989 A 210 237,989 1,301,199 945
Dipelihara lan dibayarkan i
thnvﬂrkun Pajak dan {
Pajak dan Perizinannya | i
= | Perizinaney a ! |
=
1/4 /2&,, 36 4. ; 6.
I




S Gad

- Target Dan Pagn kndikatif Tahun 2025-2030 Target Akhir Perlade
Bidang Urnsan/ Tujusn/* . Restra
Sasaran/ Program/ . 2007
Outcome/ Kegiatan/ Sub
* Kegiatan/ Output o

akarget e Pagu

& : - {10) 111)

Outpur Sub Kegiatan :
Tersedianya Jasa

Pemelinaraan, Biava 4 .|
Pemel:haman, dan Pajak

Kendaraan Perorazgan Dinas
atau Kendaraan Dinas . y
Jabatarn
Sub Keglaten :~ Jumlah
Pemublharaan Peralatan dan| Peralatan dan S
Meslin Lalnnya Mesin i A = X = —
e Lainnya vang Unat Jumiah Umt i el 126650 10 9B 77000 0 Blizeean 1o 811266200 10 811266200 10 B1.126.620) 504 403,100
Dinelihara

Gutpu: Sub Keglatan
Terlaksan.inva Pemeliharaan

Peralatan d. n Mesin Lainnya
f— - — — . = = %
Jumlah " Jumlah Sarana ] o 1

Bub Yegiatzn * Sarana dan dan Prasarana n

Pemelibaraan/Rzhabllitagi | Prasarana Gedung s -

Burana dun Prasarsns Gedl:mg . Kantor atau v | |

Oedung Kuntor etau Xantor atau Linit E:‘"—E'-‘:‘-"--"- T 18301 | [ 4 o i

Banguaan Leinm: Bangunan INNya Yang | 1.137.183 o1

AET g2 lainnya yang Dipelihara/Dire | -
Dipeliharm / Lyir habilitasi |
- ehabilitast .

Gutput Sub Kegiatan : x

Terlaksananya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Sarana dan Prasarane ||

Gedung Kantor atau

Bangunan Laintya e La ] |
Jumlah Jumlah | - e
Gedung Gedung

Sub Keglatan : Kantor dan Kantor dan i

Pemelihpraan/Rehabilitasi | Bangunan Bangunan i

L

Gedung Kantor dan Lainnya ¥ang S Lainnya yang n/a 1 i 1.137.123.911% 1,137 183911 1,137 183 91¢ 1 1.137 183910

Bangunan Lainnyz Dipelihara/Dir Dipehharay Dire | 5242085214
chabilitasi : habilitasi

Output Sub Kegiaan
Terlaksznanya
Pemeliharaan/Kchalnlitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainmn:a

Su.n_lber: Diolah-Penulis, 2025
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Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam
Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen
Renstrd, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan
kegiatan serta subkegiatan yang akan secara langsung maendukung
pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini

_dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program
prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efekfivitas alokasi
sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam
melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan
dan subkegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta
mendukung realisasi cutcome yang terukur dan terarah.

«  Tabel 4. 3 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam

mendukung Program Prioritas Pembangupan Daerah

.No Program Prioritas

() @) | @) | @)

%Meninglmtnya kualitas
Program | pengendalian,
1 |Penyelenggaraan |pengawasan dan
Pengawasan evaluasi
{penyelenggaraan

i _pemerintahnn d_z_1_¢:_|3}_x

Penyelenggaraan

| Pengawasan Kineria Penierintah

Daerah

[Penpawasan h-uanpan
|
|Pemerintah Doerah

Reviu Lapotan kinerja

. |Reviu Laporan heuangan

Pengawasan Desa

. Kerja Sama Pengrwasan

| | Internal

Monitoring dan Evaluasi
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan

BPK dan APIP

Penyelenggaraan Pengawasan

. 'Dengan Tujuan Tertentu
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Kegiatan/Subkegiatan

(1) - 2

(4)

]

r

|Penanganan Penyelesaian

Kerugian Negara/Daerah

Pengawasan Dengan Tujuan

Tertentu

Program -

2 |Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan,

dan Asistensi

4

Meningkietnya kualitas
pendaimpingan dan

asistensi melalui

|_paningkatan kapabilitas '

|APIP

i
|
|

|Perumusan Kebijakan Teknis
|

|di Bidang

!Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan

| Perumusan Kebijakan Teknis di

|Bidang Pengawasan

| Perumusan Kebijakan Teknis di

EBidang Fasilitas! Pengawasan

[
|Pendampingan dan Asistensi

Pendampingan dan Asistensi

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Perulaian

Reformasi Iiokrase

Koordinisi, Monitirg, dan
|Evaluasi sertn Verilikias
Pencegahan dun

|Pemberanitasan Koruapsi

Pendampingan, Asistensi dan

| Verifikasi I>cnegakan Integritas

4.2 Kinerja Penyelenggart-t;n_ Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan

pemerintahan

oleh

Inspektorat

Kabupaten Tuban diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang

menggambarkan
kewenangannya.

pelaksanaan

tugas

dan  fungsi

sesual

Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke

dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama {IKU) dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis
dalam imendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah.

>

5,{4

4/1 6./‘ &

T



- 69 -

4.2.1 Indikator Kinerja Utama {IKU]

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas
tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dalam melaksanakan urusan
pemerintahan. IKU bcersifat outcome-oriented dan digunakan untuk
menilai, dampak penyelen.ggaraan fungsi utama perangkat daerah
terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Befikut ini
adalah rincian indikator kinerja utama (IKU)} beserta tai'get kinerja
yang akan dicapai sclama periode perencanaan:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

L

s - B R - ; .
L4 o i s o tT h i
No—Indikator — -'4——-'—»« et m anun T T

12025 2026 2027 2028 2029 2030
(2)
Nilai

Komponen
Evaluasi

Akuntabilitas |

Nilai 20} 20,5 23 21,5l 22r5 1230
Internal .
dalam SAKIP ‘

Daerah

|
Nilai |
2 |Maturitas Nilai 335 | 3.8l
| SPIP ( |

3,44 | 3,5 | 3,56 | 3,62

Persentase l | i
nilai SAKIP .

3 OPD dengan Persentase | 66,67 | 73,8 | 80,95 88,09 | 95,24 | 100 ‘
kategori

minimal A

4 |IKM OPD Indeks 89,580 [ 90,29 | 90,80 | 91,30 | 91,59 | V239

I IETHIRCRL L S o L ; "3 |

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang
menggambarkan * keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan oleh perangkat dacrah. Sebagai tolok ukur keberhasilan
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah
telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada
Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD). Berikut
ini adalah rincian indikator kinerja kunci {(IKK) beserta target kinerja
yang akan dicapai selama periode perencanaan:

JACARAVEL M
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Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No —Indikator .thuaii f

Komponen

Evaluasi
Akuntabilit
as [rpternal
dalarn
SAKIP

Daerah

o !

* , ‘Target Tahun

2025 2026, 2027 2028

2029

" 4 - -
2030

Nilai

20

20,5

22,5

23,0

Nilai .
Maturit

as SPIP

Nila

3,38

3.44

3,56

Persentase
nilai
SAKIP
|oPD
dengan
kategori
minimi]

A

Persentasc

66,67

l

|
I

73,8 | 80,95 | 88,09 S

100

[KM
OPD

indeks |

89,89

90,39

90,89

91,3v

91,869

92,39
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5.1 Kesimpulan

Rencana Si.:rategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten
Tuban berlaku selama lima lahun dari tahun 2025 hingga 2029.
Dokumen Rencana Strategis Inspcktorat Kabupaten Tuban berisi
perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban ini diharapkan
dapat memperkuat peran para pemangku Kkepentingan dalam
menjatankan rencana Kkinerja, sekaligus menjadi acuan dalam
mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan
Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Tuban Tahun 2025- 2029 memerlukan dukungan serta
komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan
"kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Déngan | dirumuskapnya Rencana  Strategis (Renstra)
Inspektorat Kabuﬁate’n Taban Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi
pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai
kebijakan strategis di lingkungan Inspektorat. Dokumen ini juga
diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada

. masyarakat dan keordinasi antarperangkat daerah, serta
berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan
misi Provinsi Jawa Timur.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanazan merupakan pedoman umum yang berfungsi
untuk mecnjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam
pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat. Kaidah ini disusun untuk
memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksan'aan,
penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program can kegiatan
perangkal daerah berjalan sclaras dengan dokuinen perencanaan
pembangunan daerah lainnya baik jangka menengah maupun jangka
panjang. .

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Sirategis
Inspektorat Tahun 2025-2029 berjalan sccara clektl, cfisien, terarah,
dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagar benkul:

P 417 FT7 ]




1. Seluruh program, kegialan, dan subkegiatan yang tercantum
dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan
mengacu pada arah kebijjakan dan sasaran pokok RPJPD
Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten
Tuban periode berjalan.

2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melaloy Rencana Kerpa
(Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daeran
(RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang
ielah ditetapkan dalarn dekumen Rensira ini, dengan menjamin
keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan vutcome.

3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor
dilakukan melalui koprdinasi dengan perangkat dacrah terkait,
guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih
pelaksanaan.

4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Rensira ini harus
didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi
kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus
pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar
perbaikan berkelan_juta[n.

_UI

Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur
organisasi, atau dinamika strategis lainnva, maka Renstra ini
dapat disesuaikan sepaunjang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

i
¥

53 Pengendalian dan Evaluasi -

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dilakukan
untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja

'yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan
kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana
yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai
efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja
Inspektorat Kabupaten Tuban. Namun jika terjadi perubahan regulasi
yang mengatur merigenai Perigendalian dan Evaluasi Dokumen
Renstra, maka mekarisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra
dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

1/ 2 |3Z‘|4/ I€,tl/|6/-|
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Demikian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2025-2029, apabila dikemudian hari dokumen ini terdapat
ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun
eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

AGUK WALUYO RAHARJO, S.H. M.Hum

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



